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ABSTRAK 

Nama RR.ENDANG W AHYUNINGSm 

Program Studi : 0706176965 

Judul Tinjauan Pencatatan KelahiranTerhadap Anak Luar 

Kawin Setelah Berlaknnya Undaog-Undang No. 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependndnkan 

Pencatatan lrelahiran pada hakekatnya merupakan bagian awal dari 
tanggung jawab orang tua, keluarga dan negara dalam keseluruban proses 
kelangsungan bidup, tumbuh kembang dan perlindlmgan anak. Permasalalmn 
yang sering timbu1 dalam hal ini adalab tentang anak di luar kawin, pencantuman 
nama ayah dan stigmatisasi pencantuman anak !uar nikah. Pokok permasalahan 
yang dibahas dalam tesis inl adalah Sejaoh mana pencatatan kelahiran terhadap 
anak luar kawin telah memenahi ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 
2006 kemudian permasalahan yang kedua adalab bagahmmakah bentak 
pelaksan.aan pencatatan kelahiran sekarang dibandingkan sebelum adanya 
pembaharuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Permasalahan yang 
terakhir bagahmmakah bentak Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2006 
secara konkret khususnya di "ilayah Kotamadya Depnk. Metode penetitian yang 
digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Kualitatif yang 
menggabungkan penelitian Kepustakaan dan penelitian Lapangan. Penelitian 
kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang meropakan deta primer dan 
didukung oleh Penelitian Lapangan melalui wawancara dan pengumpu1an data di 
Kanter Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kotamadya Depnk serta bahan­
bahan laln yang mecdukung pene!itian. sedangkan tipnlogi pene!itian yang 
digunakan adalah evaluatif. Metnde anal isis data dalam pecu1isan tesis inl adalab 
kualitatif, dengan demikian basil penelitian inl banbentuk evaluatif analitis. Pasal 
43 Undang·Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: (1 )Aoak yang 
dilahirkan di luar perkawinan banya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibanya (2)Kedndakan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan 
diatur dalam Peraturan Pemerintab. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang 
Kependudukan telah memberikan pengbargaan atau penguatan terhadap status 
anak. Serta memperbail<i kelemaban·kelemahan yang ada pada Undang-Undang 
sebelumnya. Panguatan hukum status anak tersebut akan memberikan kekuatan 
hukum bagi sang anak terutama pada hal-hal yang berk:aitan decgan hukum 
perdata meski hak mewaris Anak luar nikah tidak diatur dalam Undang-Undang 
ini. Sosialisasi dan pembuatan Peraturan petunjuk pelaksanaannya akan sangat 
membantu efektifitas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 ini sebingga dapat 
dijadikan acuan sebagai dasar keputusan pengadilan untuk mengambil keputusan 
terbadap status hukum anak luar nikah. 

Kata Kunci : Pencatatan Kelahiran, Anak luar Kawin, UU Na. 23 Tim 2006 
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Name 

Program Study 

Title 

ABSTRACT 

RR.ENDANG W AHYUNINGSIH 

: 0706176965 

Birth Recordmg Observation to IUegilimated 

Children After The Implementation of Regulation No 

23 Years 2006 about Civilization Administration. 

Recording the birth of the substance is part of the responsibility of parents, family 
aod country in the entire process of life, development and the protection of 
children. In addition, the problems of illegitimated children, inclusion and the 
name of the futher stigmatization inclusion iilegitimated child. Main issues 
discussed in this thesis is the Will of recording the birth of chlldreo manying 
outside meet elements • elements in the Law no 23 of 2006, and then the second 
problem is how the fonn of recording the birth now than before the npdate in the 
law no. 23 in 2006. And the problems that the lost result if there are laws against 
recording the birth of a lliegitimared child by the Act no.23 of 2006. Research 
methods used in the writing of this thesis is the literature of juridical normative, 
while the typology study used are evaluatif. This study uses secondary data. 
Method of data analysis in this thesis is qualitative, so the results of this research 
evaluatif analytical form. Article 43 of Law No. 1 of 1974 explains that: (!) 
Illegitimated Childreo only have civil relationship with his mother and his 
mother's family (2) The position of the child, paragraph (I) above was stipulared 
in Government Regulstion. Act No. 23 of 2006 on the residence or has given the 
award of the status of the child. And improve the weaknesses in the law befure. 
Strengthening the legal status of the child will give legal force to the children, 
especially on matters related to civil law rights despite will illegitimated children 
is not stipulated in this law. Socialization and the making of Regulations 
instructions will help the effectiveness of Law No. 23 in 2006 so that this can be a 
reference as a basis for taking a decision the court decision against the legal status 
of the illegematad child. 

Keyword : Birth Recording, 0/egemoted Children, UU No. 23 Yr. 2006 
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BABI 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kelahiran, kematian dan perkawinan adalah tiga periatiwa hulrnm yang 

sangat pealing pada setiap diri manusia. Hulrnm harus memfasilitasi karena 

herhubungan dengan perlindungan hak pada setiap diri individu, hal ini herkaitan 

bahwa hulrnm mempuuyai fungsi yang ideal untuk memherikan perlindungan 

kepada masyarnkat Negam mergadi pelindung atas periatiwa-peristiwa hulrnm 

tersebut. Bagi suatu negara dan hangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya 

Undang·Undang Perkawinan nasional yang sekaligus meoampllllg prinsip-prinsip 

dan memherikan !andasan hulrnm perkawinan yang selama ini menjadi pegangan 

dan berlalru bagi berbagal golongan dalam masyarakat kitu Sehelum digiiDakan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahllil 1974 tuatang Perkawinau, untuk setiap golongan 

dan daerah digunakan hulrnm yang berbada-bada yaitu bagi orang Indonesia asH 

yang heragama Islam digunakan hulrnm agama yang te1ah direvisikan dalam 

hnkum adat, sedangkan bagi yang lainnya herlalru hulrnm adat, bagi orang 

Indonesia asli yang heragama Kristen berlalru Huwelijks Ordonnanlie Cristen 

Indonesia (8.1933 Nomnr 74); bagi orang timur asing Cina dan Warga Negara 

Indonesia ketururum Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kirab Undang-Undang 

Hnkum Perdata dengan sedikit perubaban dan bagi orang timur asing lainnya 

herlaku hulrnm adat mereka. 

Peraturan hnkum yang sekareng ini berlalru di Indonesia adalah Undang­

Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 dan khusus bagi yang heragama Islam 

juga dapat menggiiDakan Kompilasi Hulrnm lsl= Undang-Undang Perkawinan 

Nomor I Tahun I 974 dan Kompilasi Hnkum Islam ini dijadikan pedoman bagi 

peraturan hnkum dalam menjalankan tugasnya untuk memccahken masalah yang 

timbul mengenai perkawinan. 

UNIVERSITAS INDONESIA 
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Saat inl, kondisi sosial di masyanll<ai sudah jauh berbeda. Perbedann­

perbedaan yang ada di masyarakat tidak boleh lagi menjadi dasar perbedann 

perlalruan hagi warganegaranya kateoa perlakuan tersebut melanggar nilai-nilai 

dalam UUD 1945 dan me1awan hakam (HAM) sehingga diskrimioatif. Negara 

tidak bo1eh membuat peraturan yang diskriminatif (berdasadum 

agamalkepereayaanlgolongan) katena bisa menciplllkan ketidakpastian hakam. 

Negara seharusnya melakukan pemhnruan-pembaru:m yang harmonis dengan 

dinamlka huk.um. Dengan cara inilab, lercipta keadilan dan kepastian hakam. 

Sudah saatnya negara mengakomodir perkawinan di 1uar perkawinan seagama 

katena perkawinan merupakan hal< setiap orang. Negara cukup mencalalkan 

perkawinan lerllebut demi perlindungan hukum, bail< bagi pihak perempuan 

sehegai istri atan anal<. Jadl, tidal< ada lagi alasan bahwa perkawinan di bawah 

tangan sangat merugikan kaum perempuan dan anak. Justru. negara barus 

bertindak. Apabila memang perkawinan tersebut bisa merugikan kaum perempuan 

dan anak, maka negara wajlb melindungi deugaa cara mewajibkaa perkawinan di 

bawah tangan atau perkawinan beda-agama umuk dicalalkan. 

Di dalam Undang - Undeag Nomor 1 Tahaa 1974 tentang Perkawinan 

Paaal 2 ayat 2 menyalllkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratumn 

perundang-uadangan yang berlaku. Oleh katenanya Pencatatan perkawinan 

merupekaa syarat sahnya suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadi bal 

yang sangat penting katena bal tersebut menjadi salah satu sumbar data bagi 

pemerintah dan selain itu lebih penting adalah pencatatan perkawinan lersebut 

menjadi sa1ah satu alat bukti yuridis mengonai hubungau suami istri yang 

bersangkutan yang tentunyn akan membawa pengarub yang lebih besar terhndnp 

maaalah lainnya yaitu mcngenai status anak, dan sebagainya selain itu perkawinan 

lersebut barus mernenuhi syamJ:-syamJ: yang ditentukaa oleh Undang - Undeag. 

Berkaitan dengan status anal< dalarn perkawinan, terdepat dan perbedaan 

secara hakam yaitu Anal< yang lahir dalam perkawinan orang tuanya yang sah 

menurut hokum dan Undang-Undang, dan anal< yang lahir di luar suatu 

perkawinan yang sah menurut hakam dan Undang- Undeag da1am bal ini adalah 

UNWERSITASINDONES~ 
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anak hw kawin. Ada dua pengertian anak luar kawin yaitu pertama, anak yang 

lahir dari seorang wanita yang tidal< kawin atau tidal< terikat dnlam suatu 

perka.winan dan yang kedua adnlah anak yang lahir dari seorang wanita yang 

kawin atau 1erikat dalam suatn perka.winan dengan seonmg pria dimana 

perka.winan mereka tidal< dicatatkan, sehingga anak yang lahir dari petkawinan 

tersebut mempunyai kadudukan sama yaitu anak luar kawin. 

Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah 

semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Anak­

anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempetan dan 

filsilitas yang memungkinkan mereka belkembang secara sehat dan wajar. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (3) dan (4) tautang 

Kesejahleraan Anak berbunyi sebagai berikut: "Anak berhak atas pemelihaman 

dan perlindungan baik semasa dnlam kandungan maupun sudah dilalrirkan." 

"Anak berhak alas perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkemhangan 

dengan wajar." Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan demi mendorong perlu 

adanya perlindungan anak dnlam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan 

perlaknan yang adil terhadap anak. 

Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak maka anrara lain 

dapat dikanrka.n bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat 

perlindungan anak yang baik. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang 

mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat malaksanakan bak dan 

kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dnlam 

suatn masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak barus diusahakan 

dnlam berbagai bidang kehidupan bemegara dan harmasyarakat. 

Kelahiran merupakan pengaknan langkah pertama alas keberadaan seorang 

anak, yang bermuara pada suatu alai bnkti yang disebut sebagai Akla Kelahiran. 

Akla Kelahiran mernpunyai peranan penting, karena Akla Kelahiran merupakan 

hak atau surat tanda bnkti berisi pemyatasn dan keterangan rentang peristiwa 

hukom yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku dan disakaikan serta 

UNIVERSITAS INDONESIA 
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disahkan oleh pejabat resmi. Ada tiga ldasan mengapa Pencatatan kelahiran itu 

penling: 

I. Peneatatan kelahiran adalah pengakuan seeara hukum mengenai 

keberadaan seorang 8llllk, secara individnai terhndap Negam dan status 

anak dalam hukum. 

2. Peneatatan kelahiran adalah elemen panting dru:i pereneanaan na:sionai, 

sebagai dasar demografis bagi penelll:W!n strategi dan kebijakan 

pembangunan. 

3. Peocatatan kelahiran adalah cam untok mengamankan hnk anak Jain, 

misalnya identifikasi anak sesudah berpernng, anak ditelantarkan atan 

diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir 

diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada samoa atau prru;amna 

dalam perlindungan Negara dalam hntas usia hukum (misalnya pekeJjaan, 

rekruitmen ABRI, dalam system peradilan anak) serta mengurangi atau 

kemungkinan penjnaian hnyl atau pernhunuhno bay!. Status hukum yang 

jelas akan membuat anak mendapatkan perlindungan hukum. Berhngai 

penelitiau masih memperlihntk.an bahwa sampai saat ini banyak anak-anak 

yang tidak memilild kejelasan status hukum karena orang tua mereka tidak 

mampu mengusahnkan Akta Kelahiran. 

Peneatatan kelahiran pada hnkekatnya merupakan bagian awal dru:i 

tanggung jawab orang tua, keluarga dan negara dalam keseluruhnn proses 

kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak. Pennasaluhno 

hukum yang sering muncul di lapangan adalah penghilangan nama keluarga (tidak 

dicantumkannya nama keluarga) pada nama 8llllk, padabal Kantor Catalan Sipil 

dibanapkan tetap meneantumkan sehngaimana adanya saja asal tidak menyimpaag 

dru:i kesopanan dan kepetutan. Selain itu juga pernresaluhno tentang anak di luar 

kawi.n, pencantuman nama ayah dan stigmatisasi pencantuman anak luar kawin. 

Seperti dijelaskan diatas mengenai Hak anak untok mendapat perlindungan 

melalui pencatatan kelabinm, aspek kes<tiahteraan anak dapat lebih teJjamin 

UNWERSITASINDONES~ 
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karena anak secara hukum telah menjadi komponen dari sistern dan mekanisme 

sosial yang herlaku. Negara Ielah menetapkan dengan Keputusan Presiden Nornor 

56 Tahun 1966, salah satu alat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia secara 

formal adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran rnerupakan pengakuan resmi alas 

indentitas seseornng. Akta Kelahiran merupakan pemherian status dan kedudukan 

hukum yang paling awal terbedap anak. 

Penyelenggaraan Akta Kelahiran dlmasukkan dalarn kegiatan 

penyelenggaraan eatatan sipil yang merupakan tugas dan wewellllng dari Kentor 

Catalan Sipll. Untuk beherapa kahopaten dan kotamedya, instansi ini bemama 

Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil. Catalan sipil yang dimaksudkan adalah 

eatatan kependudukaolkewarganegaraan oleh negara, Kegiatan eatatan sipil 

sehubungan dengan diterbitkann)'ll Akta Kelahiran telah dilakukan sejak jaflllln 

kolonial Belanda dan sampai saat ini aturannya pun warisan dari kolonial. 

Peneatatan kelahiran berpedoman pada staatsb/ad walaupun berdasarkan lnstruksi 

Presidium Kabinet Nomor 3 1/LIIINII 966, tanggal 27 Desember 1966 yang 

meoyebutkan dalarn penyelenggaraan catatan sipil tidak lagi menggunakan 

penggolongan penduduk:. 

Aturan peneatatan Akta Kelahiran yang masih herlaku adalah Staatsblad 

Tahun 1920 Nom or 751 jo StaaJsblad Tahun 1927 Nomer 564 rentang Pencatatan 

Sipil hagi orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nornor 74 jo Staatsb/ad 

tahun 1936 Nornor 607 tentang Pencatatan Sipi1 hagi orang yang rnemiliki sumber 

daya manusia memadai dan memahami sistem pendataan atau registrasi 

kependudukan. 

Berknitan dengan pennasalahan diatlls, penulis ingin mengkaji dan 

meninjau mengeruri pe1aksanaan pencatatan anak luar kawia o1eh Kantor Catalan 

Sipil sete1ah herlakunya Undang-Undang nomor 23, tahun 2006. Hal ini menjadi 

sangat panting karena didaaarkan pada status anak yang nantinya jika ia telah 

dewasa akan herpengaruh pada hak - hak nya untuk mendapatkan kedudukan yang 

sama di mata hukum dan masyarakat 
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1.2. Pokok Permasalaban 

I. Sejauh mana pencatl!tan kelahiran anak luar kawin telah memenuhi 

ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 23, Tah1ID 2006? 

2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pencatatan kelahilllll sekarang 

dibandingkan sebelum adanya pembaharuan dalam Undang-Uadang 

Nomor 23 Tahun 2006? 

3. Bagaimanakah bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 se<:ara konkret khususnya di Kotamadya Depok? 

1.3. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan teais ini adalah Metode 

Kuslitatif, yang terdiri dari Penelitian Kepustakaan dan Penelltian Lapangan. Tipe 

Penelitian ini adalah : 

1. Penelitian Kepustakaan. 

Data yang digunakan adalah : 

a. Bahan Pustaka primer bernpe peraturan perundang-undangan yang 

mengikat. 

b. Bahan hulrum sckundar berupa buku-bnku, artikel ilmiah yang diambil 

dari media massa atau media elektronik yang memberik:an penjelasan 

tentang kedudukan anak luar kawin dangan berbegai aspek hnkumnya. 

c. Bahan hulrum tertier yang merupakaa bahan penunjang pembahasan 

agar Jebih mendalam yang diperoleh dari tulisan-tulisan lain yaitu 

bahan - bahan yang dapat dijadikan acuan untuk mecdnkung 

penelitian ini. 

2. Penelitian Lapengan 

Penulis melakukan penclitian di Kantor Dinas Kcpendudukan dan catatan 
Sipil Kotamadya Dcpok, untuk memperoleh contoh mengenai polaksanaan 

pencatatan kelahiran terhadap anak luar kawin secara konkret, dan dengan 

wawancara dengan pihak yang berpengalaman di bidang huknm khususnya 

mengenai permasaJahan anak Juar kawin. 
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TINJAUAN YURIDIS STATUS ANAK LUAR KA WIN DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 

2.1. Status Anak Sob dan Anak dl Luar Perlwrinan 

2.1.1. Pengertian Anak Sah 

7 

Anak adalah manusia (atas karunia Tuhan) yang dibenil!lwt oleh 

seorang laki·laki dan diluhirkan oleh seorang perempuan yang biasa 

disebut sebagai ibonya. Sah adalab berada dalam status perkawinan. Jadi 

anak yang salt adalah anak yang dibenil!lwt oleb seorang laki-Jaki dan 

dilahirkan oleb seorang perempuan sebagai istri yang keduanya berada 

dalam status perkawinan yang sab 

Menurut Wiryono Prodjodikoro : 

Anak adalah selako basil perbuatan bersetubuh dan seorang laki· 
Jaki dan seorang perempuan luhirlah dan tubuh si perempuan 
seorang manusia lain yang dapat mengatakan, bahwa seorang laki­
laki t1ldi adalah bapakoya dan seorang perempuan tadi adalah 
ibunya, sedang dia adalah anak dan dua orang itu.1 

Kemadian oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dikalllkan babwa "Anak yang salt adalah anak yaog diluhirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang salt". 

Seoraog suanri dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan 

oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya Ielah 

berzina dan anak itu adalah akibat dan perzinaan tersebut. 

Sedangkan salt atau tidaknya anak tersebut akan ditentukan oleh 

Putusan Pengadilan atas permintaan pihak yang berkepentingan dengan 

1Wirjooo Prodjodikoro, Hulwm Perkawimm di Indonesia, Sumur, Bandung. 2004, hi. 72. 
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mengucapkan sumpah (Pasal 44 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 

beserta penjelasannya). 

Pengertilln anak sah menurut pegawai Kantor Pencatatan Sipil 

adalah bahwa anak sab adalah anak yang dilab.U:kan dalam perkawioan 

yang sab. Dalam prakteknya, anak yang dilahirkan tidak dalam 

perkawioan antara laki-laki yang menyabahkan kebamilan dengan 

perempuan yang melahirkan, maka anak tersebut bulam anak sah. Aknn 

tetapi anak ini nanti dapet disahkan menjadi anak sah. 2 

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 

tersebut di atas dapat dilihat adanya dua kemungkillnn sahnya anak, yaitn 

anak yang dilahirkan dalam perkawioan yang sah atau anak yang 

dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada kemungkillnn kedua 

tidak menjadi masalah., sebab Huknm Islam menentnkan demikian. 

Tetapi peda kemungkinan pertama, banya dipandang sesuai dengan 

ketentuan Huknm Islam apahila diperhatikan syarat bahwa terjadinya 

anak benar-benar setelah perkawioan dilakukan, dengan 

memperhitnngkan waktn bamil si wanita, yaitu anak yang lahirnya 

knrang dari 180 bari setelah perkawioan dianggap bulam anak sah. 

Di lain pihak ketentuan pesal42 Undang-Undang Nomor I Tabun 

I 974 diartikan secam mutlak, kapanpun lahimya anak asal dalam 

perkawioan yang sah dan tanpe memperhatiken apakah laki-laki yang 

kemudian menjadi suami ibn anak itu adalah yang menyebahkan 

kebanaihm atau bukan, anak itn tetap dianggap sebagai anak yang sah. 

Dengan demikian dapet dikatakan bahwa ketentuan Undang-Undang 

Nomor I Tahun I974 tidak sejalan dengan ketentuan Huknm Islam.' 

1 Pedoman Pencatatan Anak Luar Kawin Kantor Catatan Sipil. 2000. 
l Ahmad Azhar Basyir, Hulcum Perkawinan Islam, BPFH UTI, Yogyakarta, 2007, hal, 96 ~ 
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Sedangkan anak sah da!am kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

diartikan bahwa tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan 

sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapalmya (Pasal 250 

KUHPerdata). Menurut Subekti, "Seorang anak sah (wetting kind) ialah 

anak yang dianggap lahlr dati perkawinan yang sah antara ayah dan 

ibnnyall.4 

Dari beberapa pengertian mengenai anak sah di atas dapat 

disimpulkan bah"'" yang disebut anak sah adaiah anak yang dilahirkan 

daiam petkawinan yang sah antara seorang laki-laki sebagai suami 

dangan seorang perempuan sebagai isterl. Akan tetapi apahila terdapat 

keraguan apakah anak rersebut beaar anak ayahnya atau bukan, maka 

oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan suatu tenggang 

kaadungan yang peadek 180 bari. Jikalau anak yang dilahlrkan sebelum 

lewat 180 bari setelah bari pernik.ahan orang tuanya, maka suami berilak 

menyangkal sahnya anak itu, kecuali ia sudah mengetahui bahwa istrlnya 

sudah mengandung sebelum pemikahan dilangsungkan atau jika ia hadir 

pada waktu dibuatnya surat kelahlran dan Sural kelahlran ini turut 

ditandatangani olehnya.' 

Sedang kekuasaan orang tua terbedap senrang anak yang sah 

adaiah sampai pade waktu ia mencapal usia dewasa atau kawin, berada 

dibawah kekuasaan orang tuanya (onderlijk macht). Dengan demikian, 

kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahlmya anak atau sejak bari 

pengesahanoya dan berakhir pade waktu anak itu menjadi dewasa atau 

ka . 6 wm. 

4 Subeld:i, Pokl;hpokok Hukum Perdala, PT lntennasa, Jakarta,. 2000, haL 48. 
:J.Jbid. 
6 Djatiningsih Wasito, Hukum Perkawinan Perdata, Bulan Bintang.JKT, 2000. hl. 112. 
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2. 1.2. Pengertian Anak di Luar Perkawioan 

79. 

Seperti telah dikemukakan di alas bahwa anak yang dilabirlcan di 

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah maka anak yang 

dilahirkan ada!ah anak sab dari suami isteri ternebut. lni berarti anak yang 

dilahirkan tidak sesuai dengan katentuan di atas ada!ah anak yaag tidak 

sah. 

Luar perkawinan berarti tidak berada dalam status perkawinan. 

Jadi anak Juar perkawinan ada!ab anak yang dibenibkan oleh seorang 

laki-laki dan dilahirkan oleh seorang perernpuan yang keduanya tidak 

barada dallll!l status perkawinan yaag sah. 

Anak tidak sah, yang seting disebut dengan istilah setempat anak 

kampang, anak baram, anak jadah, anak kowar, dan lain-lain, ada!ah anak 

yaag lahir dari perbuatan orang tua tidak menurut ketentuan agama, 

seperti : 

!. Anal< dari kandungan lbu sebelum terjadi pernikahan, 

2. Anal< dari kandungan ibu setehlh bercerai lama dari suaminya, 

3. Anal< dari kandungan ibu tanpa melakukan pernikaban yang sah, 

4. Anal< dari kandungan ibu karellll berbuat zina dangan orang lain, 

5. Anal< dari kandungan lbu yaag tidak dikalahui siapa ayahnya.7 

Pasa! 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 1974 menjelaskan 

bahwa: 

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan haoya mempunyai 
hubungan perdata dengao ibuoya dan keluarga ibunya. 

2. Kedudukan anak tersebut ayat (I) di alas selanjutnya akan diatur 
dalam Peraturan Pemetintab. 

1 Hilman Hadikuswna, Soedarso, Hukum Waris Adat, Alumni, Bandung. 2001, bal. 78-
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Dengan demlkian anak-anak tidak sah ini menurut Pasal 43 ayat 

(I) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 hanya mempunyai bubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Oleb karena itu menurut 

ketentuan Undang-Undang ini anak-anak tidak sah dapat menjadi ahli 

waris dari ibunya atau keluarga ibunya. 

Kltab Undang·Undang Hukum Perda!a (Burgerlifk Wetboek) 

mengadakan tiga penggolongan anak-anak: 

a. Anak sah, yaitu seomng anak yang lahir di dalam perkawinan. 
b. Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah 

dan/atau seorang ibu. Dalam hal ini antara si anak dan orang tua yang 
mengalrui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian ini hanya 
mengikat orang yang mengalrui anak itu saja Jodi anggota keluarga 
yang lain dari orang yang melakukan pengakuan tidak terikat oleh 
pengakuan itu. Anak dari golongan ini jika ayah dan ibunya kawin, 
lalu meojodi anak sah. 

c. Anak lahir di luar perl<awinan dan tidak diakui, balk oleh ayahnya 
maupun oleh ibunya8

. 

Di dalam Hukum Islam ditentukan bahwa anak sah adalah anak 

yang dilahirkan setelah ekad nikah. Adapun yang dimaksud akad nikah 

ialah ijab dan kabul antara seorang mempelai laki·laki dengan wall dari 

mempelai wanita. Jodi untuk sahnya perl<awinan barns ada aqad nikah 

rerlebih dahulu. Anak yang dilahirkan setelah ekad nikah ini merupekan 

anak yang sah, sedangken anak yang dilahirkan sebelum akad nikah 

dikalakan sebegai anak zina. karena anak ini lahir dari perzinaan. Pelakn 

zina balk laki-laki maupun perempuan adalah dirnungkiukan orang-orang 

yang belum pemab kawin maupon pemab kawin. Perbuatan zina menurut 

Hukum Islam bertentangan dangan ketentuan·ketentuan dalam Qur'an 

dan Hndist Nabi. Berda.'lad<an Hukum Islam anak zina mempunyai status 

tak berayab sebab tidak mempunyai dasar perkawinan yang sah. Sehingga 

anak zina sebegai anak diluar perl<awinan tidak termasuk ahli waris dari 

1 AH Afandi, Hufcum W(ll'is Hukum Keluarga Hukttm Pembuktla.n, PT Bina Aksara, 
Jakarta, 2006, hal. 40. 
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bapak biologisnya, akan tetapi terhadap ibunya ia termasuk ahli warls 

karena merupakan anak ibunya yang sah. 

Dalam bal ini dalam Hukum Islam terdapat hukum anak zina 

sebagai herilrnt : 

a Sek.itlmya seorang suami menuduh isterinya melakukan perz.inaan 

tetapi tidak dapat membuktikan, maka anak yang lahir sewaktu isteri 

masih ada di tangan suami, anak itu adalah anak suami yang sah. 

b. Kalau sekinlnya perzinaan dilakukan dengan penuh kesadanm oleb 

manusia yang dewasa, atas keinginan masing-masing dan 

mengetabui hnkumnya, maka perbuatan ini mengarah kepada 

pelakaanaan bukum zina, yaitu didera jika belum pemah kawin dan 

dirajam atau dilontar dengan betu bila pernah kaw:in. Adapun status 

anak yang dilahirkan adalah anak zina9
. 

Hukum Islam pada umumnya menganggap anak di luar kawin 

adalah anak yang dilahirkan sehelum enam bulan sejak perkaw:inan orang 

taanya atau aunk yang lahir di luar tanggang iddah sesudah perkaw:inan 

putus. 

2.2. Kedudukan Aoak Luar Kawin M<onurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, yaitu 

Undang-Undaug Nomor 1 Tahun. 1974 tentang Perkaw:inan (Lembaran 

Negam RI Nomorl Tb. 1974) pada tangga12 Januari 1974, makaeita-cita 

mnsyarakat dan bangsa Indonesia untuk mernpunyai Undang-Undang yang 

mengatur tentang perkaw:inan seeara llJlSional telah terpenuhi. Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan hukum yang maju 

9 Fuad Moh. Fahrudin. Masalah Anok ®lam Hukum !slam, CV Pedoman Itmu Jaya. Jakarta. 2005, 
hal. 
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sendiri dengan suasana kemerdekaan bangsa berdasarkan falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi landa.san asas-asas 

hukum perkawinan nasional dalam bentuk rumah tangga yang bahagia 

yang kekal berdasarkan Ketuharum Yang Maha Esa yang mana dldalamnya 

mengandung isi yang sangat luas, yaitu tidak saja masalah perkawinan dan 

percem.ian, tetapi juga mengandung hnknm kekeluargaan. 

Mengenai berlaknnya Undang-Undang ini Pasal 67 Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yang 
pe1aksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan 
Peraturan Pernerintah. 

2. Hal-be.l dalam Undang-Undang yang mernerlukan pengaturan 
pelakaanaan, d1atur lebih laqjut dengan Peraturan Pemerintab. 

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini 

berlaku sejak tanggal 2 Januari 1974 (sejak dlundangkan), sedang 

pelaksanaan berlaknnya Undang-Undang perkawinan ini secara efektif 

lebih laqjut aknn dlatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan kaluarnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Undang-Undang 

perkawinan mulai ber1aku seeara efektif sejak tahun 1975 (Pasall9 

Peraturan Pemerintah). 

Selanjutnya pasal 47 Peraturan Pemerintah menyatakan : 

"Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan 
peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tantang perkawinan sejanh 
lelah dlatur dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku». 

Pasal2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: 

I. Perkawinan adalah sah apebila dilaksanakan menurut hnknm masing­
masing agamanya dan kepereayaannya itu. 

2. Tiap-tiap perkawinan dieatat menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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Agar suatu perkawinan dianggap soh dan mempunyai akibat hukum, 

maka hatus diak:ukan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. Dengan kllta lain dapat dijelaskan babwa kalau suatu 

perkawinan dilak:ukan dengan tidak mengindabkan Pasal 2 Undang­

Undang Nomor 1 Tabun 1974, maka perkawinan itu tidak soh. Dengan 

demikian perkawinan tidak mempunyai akibat hokum yang dikehendeki, 

temlJlSuk didalamnya anak-anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap 

tidak soh pula. Hal ini sesuai dengan hunyi pasal 42 Undang-Undang 

Nomor I Tabun !974 yang berbunyi "Anak sab adalah anak yang yang 

dilahlrkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang soh". Dengan kllta 

lain dapat dika!akan babwa anak yang dilahirkan tidak dalam atau bukan 

sebagai akibat perkawinan yang soh disebut anak tidak soh atau anak diluar 

kawin. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pemturan 

pelaksanaannya (PP Nomor 9 Th. 1975) belum diatur tentang kedudukan 

anak luar kawin. Dengan demikian tentang kedudukan anak tuar kawin 

masih berlaku hokum yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 1 

Tabun 1974 itu dikeluarkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 hanya diatur mengenai anak soh. 

Dalam prakteknya dalam mengatasi masalah anak luar kawin masih 

digunakan ketentuan-ketentuan Kitah Undang-Undang Hokum Perdata 

(BW) bagi warga negara bukan Indonesia asli dan Hokum Adat untuk 

omng Indonesia asli. 
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2.3. Pencatatan Admillistrasi Kependudukan Menul'1lt Undang·Undang 

No. 23 Tahun 2006 

2.3.1. Pen.,.tatan Administrasi Kependudnkan 

Negarn Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undaog-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945 pada 

bakikalnya berkewajiban unlnk memberikan perlindungan dan pengakuan 

terbadap penentuan status pribadi dan status hukum setiep Peristiwa 

Kependndukan dan Peristiwa Pentillg yang dialami oleh Pendnduk yang 

herada di dalam danlatau di luar wi!ayah Negarn Kesatuan Republik 

Indonesia. 1 0 

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegsa 

meqjamin hak setiap Penduduk unlnk membenlnk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalul perkawinan yang salt, memperoleh status 

kewarganegar.aan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memllih 

tempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

meningga!kannya, set1ll berhak kembali. 

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang 

untuk menetap, tillggal terbatas, set1ll perubahan status Orang Asing Tinggal 

Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, 

lahir mati, kematian, perkawinan, dan pereentian. termasuk pengangketan, 

pengakuan, dan pengesahan anuk, set1ll perubahan status kewargenegeraan, 

ganti llll!lla dan Peristiwa Penting lainnya yang distaml oleb seseorang, 

merupukan kejadian yang hams dileporkan kerena membawa implikasi 

perubahan data identitas atau surat keterangan kependndukan. Unlnk itu, 

setiap Peristiwa Kependudokan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti 

10 Pt::njelas:an Umum UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 
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yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang.11 

Dalam pemenuhan bak Penduduk, terutama di bidang Pencalatan 

Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada 

perlakuan diskriminatifyang membeda-bedakan suk:u, ketururum, dan agama 

sebaguhnana diatur dalam berbagai peraturan prnduk knlonial Belanda 

Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu 

tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repoblik 

Indonesia Tuhun !945, 

Kondisi tersebut meogakiba!kan peogadministrasian kePendudukan 

mengalami kendala yang mendasar sebuh sumber Data Kependndukan 

belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya caknpan pelapnnm 

yang belum terwujud dalam suato sistem Admlnlstrasi Kependudnkan yang 

utob dan optimal. 

Kondisi sosial dan administmtif seperti yang dikemukakan di atas 

tidak menrlliki sistem database kependudukan yang meounjang pelayanan 

Adminlstrasi Kependndukan. Kondisi ltu harus diakhirl dengan 

pembentokan suato sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntotan 

masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesiona!. 

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya 

membentuk Undang-Undang teotang Adminlstrasi Kependndukan. Undang­

Undang tentang Admlnistrasi Kependndukan ini memuat pengatornn dan 

pembentokan sistem yang mencerminkan adanya refurmasi di bidang 

Adminlstrasi Kependndukan.12 
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Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan 

Nomor lnduk Kependudukan (Nil(). NlK adalab identitas Penduduk 

Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melukukan verifikasi dan 

validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang 

Administrasi Kependndukau. Sebagai kunci akses dalam pelayanan 

kependudukan, NlK dikembangkan ke arab identifikesi tunggal bagi setiap 

Penduduk. NlK bersifat unik atau kbas, tunggal dan meleket peda seseorang 

yang terdaftar sebagai Pendnduk Indonesia dan berkait seearn Jangsung 

dengan selurub Dokumen Kapendudukan. 

Untuk penerbitan NlK, setiap Pendnduk wajib mencatatkan biodata 

Penduduk yang diaW1!li dengan pengisian fonnulir bindata Penduduk di 

desa/lrelurahan secara benar. NlK wajib dicantumkan dalam setiap 

Dokumen Kependudukan, beik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk 

maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen 

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pemtunm PerUndang-Undangan. 

Pendaftaran Penduduk peda dasarnya meoganut stelsel aktif bagi 

Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas 

domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang 

dialami oleh seseorang dan!atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya 

juga menganut ste/se/ aktif bagi Penduduk. Pelaksanrum Pencatatan Sipil 

didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa 

Penting yang dialami oleh dirioya dan!atau keluarganya" 

!J Ibid. 

Administrasi Kependndukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat 

diselengglllllkan sebagai bagian dari penyelenggaraan adminislrasi negara 

Dari sisi kepentingan Penduduk, Adnrinistrasi Kependndukan memberikan 

pememdum hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta 

perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa 

adanya perlakuan yang diskrh:ninatif. 
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Administmsi Kependudukan dlarahkan untuk:14 

1, memenuhi hak asasi setiap ornng di bidang Administrnsi Kependudukan 

tanpa diskrimilll!Si dengan pelayanan publik yang profesional; 

2. meningkatkan kesadaran Peududuk akan kewajibannya untuk berpernn 

serta dalam pelaksanaan Administmsi Kependudukan; 

3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa 

Kependudukan dan Peristiwa Penting; 

4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan 

secata nasional, oogional, serta lokal; dan 

5. mendukung pembangunan sistem Administmsi Kependudukan. 

Penyelenggaraan Administrnsi Kependudukan bertujuan untuk:a 

l. memberikan keabsaban identitas dan kepastian hukum alas dukumen 

Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting 

yang diniami oleh Penduduk; 

2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; 

3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara llliSional 

mengenai Pendaftatan Penduduk dan Pencatatan Sipil pada herbagai 

lingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah dlakses sehingga 

menjadl acuan bagi pennnusan kebijakan dan pembangunan pada 

umumnya; 

4. mewujudkan tertib Administmsi Kependudukan secata nasional dan 

terpadu; dan 
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5. menyediakan data Penduduk yang menjedi rujukan dasar bagi sektor 

terkait dalam penyelenggru:aan setiap kegiatan pemerintahan,. 

pembanganan, dan kemasyarakatan. 

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya 

penyeleaggaraan Admin.istrasi Kependudukan sebagaimana yang 

dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapen Sistem Informasi 

Admin.istrasi Kependudukan. 

Sistem Informasi Admin.istrasi Kependudukan dimaksudknn untuk:16 

1. terselenggaranya Admin.istrasi Kependudukan dalam ska1a nasional 

yang terpadu dan tertib; 

2. terselenggaranya Administrasi Kepeodudukan yang bersifat universal, 

permanen, wajib, dan berkel"''iutan; 

3. terpeauhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan 

dengan pelayanan yang profesional; dan 

4. te"'edianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran 

Penduduk dan Peneatatan Sipil peda berbagai tingkatan secam akurat, 

leagkap, mntakbir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi 

perumusan lrebijakan dan pembangunan peda umumnya. 

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatnr dalam Undang-Undang ini 

meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan lnstansi 

Peluksana. Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumea 

Kependuduknn. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SipU peda saat 

Negara dalam keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan 

perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. 
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Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dati kemungklnan 

pelanggaran, bail< administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat 

pidana, diatur juga ketentuan mengenai tala cara penyidikan serta 

pengatunm mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pldana 

2.3.2. Pencatatan Kelohiran Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang 

No. 23 Tallun 2006 

Pencatatan kelabiran anak yang secara funnal dltuangkan dalam 

Akta Kelabiran anak sangat panting bagi masa depan anak, lw:ena 

menyangket perlindungan hak-hak atas anak baik kaitannya dengan hak 

memasuki pendidlkan, hak atas kualitasnya dan perlindungan dati 

pelanggaran yang texjadl dl dalam sistem pandldikan anak. Status hukum 

anak adalah panting dalam kehldupan anak untak tumbuh berkembang. 17 

Semua anak memi!lki hak yang sama, baik anak yang lahlr dati 

perkawinan yang sah, maupun anak yang lahir dl luar perkawinan yang 

sah. Oleh lw:ena ltu, anak luar kawin pun, berhak untak dlcatatkan 

kelahirannya. 18 Anak tidak bolelt menderita karena status kelablrnnnya 

yang tidak terlahlr dalam perkawinan yang sob. Untak itu, pemerintah 

mempunyai kewajiban mencatat kelabiran anak luar kawin. 19 

Pencatatan Kelabiran Anak Luar Kawin dlatur dalam Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa anak 

luar kawin juga di!indungi oleh Unduag-Undang.20 Selanjutnya, 

pelaksanaan pancatatan kelabiran anak luar kawin dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah NO!Il()r 37 Tahun 2007 tentang 

" Sfti Marwah, Perllndrmgan Hukum Anak (Jakarta, Erlangga, 2007), hal.90. 
ta Syamsuddin, Beberapa CaJatan Mengenai Peiaksanaan Administrasi Kependl,tdukan (Jakarta, 
Pradnya Parnmlia, 2003), bai.I:W. 
Ill [bid. 
" Abdullah Basyumi, Per/lnlhmgan terhadap Anak oleh Negara (/_,., Bintang Tenmg, 2007), 
ha!.!O. 
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Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan. 

Adapun persyaratan yang dibutuhkan untuk me!akukan pencatatan 

kelahitan anak luar kawin antara lain: 

I. Surat kelahitan dati dokterlbidan!peno!ong ke!ahitan untuk 

mendapetkan Sura! keterangan kelahirnn. 

2. Nama dan identitas saksi kelahitan. 

3. KTP dan KK orang tua. 

4. Surat kuasa apabila diknasakan 

S. Tidak dlpungut retribusi 

2.3.3. Pengaturan dan Penolalam Bapak Terbadap Anak di Luar 

Perkawinan 

Telah dijelaakan bahwa seorang anak sab (wetting kind) ialah anak 

yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. 

Paaal 42 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 menyatakan bahwa anak 

yang sah ada!ab anak yang dllahirkan dalam atau aebagai akibat 

perkawinan yang sah. Ketentuan ini diartikan seeara mutiak yaitu 

kapanpun !ahirnya anak aaal dalam perkawinan yang sah dengan tanpe 

memperbatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu anak 

itu adalab yang menyebabkan kebamilan atau bukan. 

Dalam hal ini hubungan keluarga antara anak luar kawin dengan 

orang tuanya barn ada setelah adanya pengakaan dari orang tuanya. 

Dengan pengakaan ini lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat­

akibatnya (lerutama hak mewaris) antam anak dengan orang tua yang 

mengakuiJzya. 
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Di Jain pibak seorang bapak berbak menolllk bahwa seorang anak 

luar kawin adatah anaknya. Mengeoai bal ini di dalam Stb. 19381264 dan 

370, 1939/288 dan 1946/136 ditegaskan bahwa: 

(I) Apabila anak itu lahir di luar nikah, maka nama bapaknya tidak 
boleh disebut dalam akta itu, kecuali kalau ada! (hukum) yang 
terpakai bagi bapaknya anak di luar nikah, dan bapaknya telah 
mengakui dia menurut hukum itu. 

(2) Pemberitahuan lahir anak oleh bapak dianggap sebagai ia 
mengakui anak itu, apabila bal itu memang sesuai dengan adat 
(hukum) yang terpakui baginya. 

Pengakuan anak berlaku bagi orang tua yang egamanya 

membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar huhungan perkawiuau 

sah.21 Pengakuan anak dilaksanakan di tempat diterbitkan akte kelahiran 

dan wajib dilaperkan oleh orang tua paling lambat 30 bari kerja sejak 

mnggal surat pengakuan anak disetnjui oleh ibu kandung dari anak yang 

bersangkumn kepada instansi pelaksana dan dicamt pada register akta 

pengakuan anak kemudian direrbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.22 

Pada da.samya, pengakuan anak dapat dilakukan balk olah ibu 

maupun bapak. Namun, berdasarkan pasa! 43 Undang-Uudang Nomor I 

Tahun !974 yang peda intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar 

perkawiuau tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka 

untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat 

melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak 

banya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam 

pasa! 284 KUH Perdeta23
, bahwa : "Pengakuan anak luar kawin dapat 

dilakukan oleb seorang laki-lakilbapak yang mengakui menyebabkan 

lahimya anak itu. Pengakuan oleb bapak ini banya mungkin, apahila si ibu 

21 Muhammad Bmhan, Adm;nlstrosi Kependruiukan (Jakarta. Pradnya Pammita. 2008), hal.4S. 
22 AbdU!'J'ab.rnan. Hukum Adminislrasi Kependudulwn (Jakar1:8. Erlangga, 2007), hai.I09. 
23 "Pengakuan Anak". hup;/J!ntan&hjna.wordpress.som, diakses pada ~ 2 Maret 2009. 
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menyetujuinya, apabila ibu dari anak tersebut tidak menyetujui rnaka 

pengakuan anak oleh bapak tidak dapat dilakukan." 

Adapun persyandan yang ditentukan menurut Peraturan Pemerintab 

Nomor 37Th. 2007 adalab: 

I. Bagi yaog akan mengakui anak luar kawinnya barus datang ke Kantor 

Catalan Sipil dan Kependudukan. 

2. Melampirlam Akta Kelahitan anakfanak-anak luar kawin yang akan 

diakui. 

3. Mencatatkan perkawioannya ka Kantor Catalan Sipil dan Kependudulam 

dengan mencuknpi persyaratan perkawinan. 

4. Mengisi formulir pengakuan anak. 

5. Melampirlam Akta Kelahitan anak yang telah diakui. 

6. Melampirkan KTP orang tuanya. bagi WNJJorang asing disertai bukti 

kewarganegaraan orang tuanya. 

Dalam hal ini apabila kedua orang tua belum melangsungkan 

perkawinan maka terlebih dahulu perkawinan. mereka disahkan menurut adat 

mereka atau hila tidak ingin melakukan perkawinan menurut Huknm Adat 

kedua-duanya dapat langsung mengbadap Pegawai Catalan Sipil bagian 

pelayanan umum dengan mengemukakan makaudnya untuk melakukan 

pengesahan perkawinan sekaligus pengesahan penguknan anak luar kawin 

yang merupakan anak mereka. 

Dalam hal ini dapat pula texjadi bahwa orang tua yang ingin 

melakukan pengakuan anak luar kawin tidak ingin menikab secara sah. Untuk 

itu pengakuan euknp dilakukan dengan meminta persetujuan dati ibu terlebih 

dahulu dan melakukan pengesahan pengakuan anak luar kawin di Pengadilan 

Negeri setempat. 
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Dengan berlalcunya Undang-Undang Nomor I Talmo 1974 bila 

seseorang ingin melakukan pengakuan anak di !uar perkawill1lll ditekankan 

tidak hanya melakukan pengakuan saja relllpi harus diikuti dengan 

perkawinan karena kalau hanya dengan pengakuan saja, status anak hanya 

merupakan anak yang diakni. Kalau hanya anak yang diakni maka tali 

kekeluargaan hanya timbul dengan kedua orang tua yang mengakui, 

sedangkan bubungan dengan keluarga kedua orang tua yang mengakni 

tersebut belum ada. 

Dalam hal ini cara terbaik untuk mengakni anak !uar kawin 

sebenamya ada!ah melalui perkawill1lll yang sah antara kedua orang tuanya. 

Adapun alasaunya ada!ah : 

I. Menghindari agar jangan sampai hanya melakukan pengakuan saja, sebab 

kalau hanya melakukan pengakuan tanpa diikuti perkawill1lll kedua­

duanya tidak terikat perkawill1lll yang mana akan membeti kebebasan 

pada laki-laki untuk kawin lagi. 

2. Memberantas kumpul kebn. Dengan pengakuan yang diilruti perkawinan, 

maka suam.i istri akan terikat perkawill1lll yang sah sebngai suam.i istri 

yangsah. 

3. Kesejahteraan anak di luar perkawill1lll akan lehib tetiamin karena 

bidupnya tidak terlantar dan akan dapat mewarisi harta benda kedua 

orang tuanya 

2.4. Status dan Akibal Bukum Auak Luar Kawin 

2.4.1. Status Huknm Auak Luar Kawin 

Seorang anak sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah 

antara ayab dan ibunya. Kepastian, seorang anak sungguh-sungguh anak ayalmya 
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tentunya sukar didapat. 24 

Sehubungan dengan itu, oleh Undong-Undang No.I Tahun 1974 

ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu 

tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu l SO hari. Seorang anak yang !ahlr 

300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan, adalah anak yang tidek sab. 

Ji.kalau seorang anak dilahirkan sobelumnya lewat 180 hari setelah hari pemikahan 

orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sabnya anak itu, kecuali jika ia 

sudab mengelahui babwa isterinya mengaodung sebelum pemikahan 

dilangsungkan atau jika ia badir pada waktu dibuatnya surnt kelahiran dan sura! 

kelabiran ini turut ditandetangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah itu 

dianggap Ielah menerima dan mengskui anak yang labir itu sebagai anaknya 

sendiri. Penyangkalan sabnya anak tidek tergsntung pada terus berlangsungnya 

atau dihapuskannya perkawinan, begitu pula tidek tergantung pada pertanyaan 

apakah anak itu masib hidup atau telah meninggal, meskipun sudab barang tentu 

seorang anak yang lahir mali tidek perlu disangkal sabnya. 

Selanjutuya si ayab dapat jugs menyangkal sabnya anak dengan alasan isterinya 

Ielah berzina dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunyikan.. Di sini 

si ayah itu harus membuktikan babwa isterinya telab berzina dengan lelaki lain 

dalarn waktu antara 180 dan 300 hari sebelum kelabiran anak itu. Tenggang waktu 

untuk penyangkalan, ialah satu bulan jika si ayab berada di tempat kelahiran anak, 

dua bulan sesudah ia kembali jikalau ia sedang bepergian waktu anak dilabirkan 

atau dua bulan setelalmya ia mengelahui tentang kelahiran anak, jika kelabiran itu 

disembunyikan. Apabila tenggang waktu tersebut telah lewat, si ayab itu tak dapat 

lagi mengajukan penyangkalan terbadap anaknya. 

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan sura! kelabiran yang 

diharikan oleh Pegawai Peneatatan Sipil. Jika tidek mungkin didapatkan surat 

kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang nampak 

24 Subekti, Pckok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta ; PT lntennasa, 2002), Cet. 30, hlm. 48 
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keluar, menunjukken adanya bubungan seperti antara anak dengan ornng tuanya. 

Oleb bakim yang meoerima gugatan penyangkalan itu, barus ditunjuk seornng 

wali khusus yang ukan mewakili anak yang di-sangkal itu. lbu si anak yang 

disangkal itu, yang tentunya paling banyak mengetahui tentang keadaan mengenai 

anak itu dan juga paling mempunyai kepentingan, baruslab dipanggil di muka 

hakim. Anak yang labir di luar perkawinan, dinamukan "natuurlijk kind' Ia dapat 

diakui atan tidak diakui a lab ayah atau ibunya. 

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dabun Pasal 250 

disebulkan babwa anak yang dilabirkau atau dibesarkan sebana perkawinan adalab 

anak dari suami ibunya yang terikat dengan perkawinan. 

Menurut Uudeng-Undang Perkawinan dan Kompilasl Hukum Islam, anak yang 

sab adalab anak yang dilabirkau dalam atau akibat perkawinan yang salt. meslripun 

anak !ersabut labir dari perkawinan wanita bemil yang usia kandungannya kurnng 

dari enam bubm lamanya sejak ia menikab resmi dan tidak disangkal oleh suomi. 

Masalab anak sab diatur di dalam Undang-Undang No 1 Tabun 1974 pada pasal 

42, 43 dan 44. 

Pasal 42: 

"Anak yang sab adalab anak yang dilabirkan dalam :itau sebagai akibat 

perkawinan yang sab". 

Pasa1 43: 

"(l) Anak yang dilabirkau di luar perkawinan hanyamempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga lbunya. 
{2)Kedudukan anak terse but ayat (1) di atas selanjumya akau diatur dalam 
Peraturan Pemerintah". 

Pasa144: 

(l) Sea rang suami dapat menyangkal sabnya anak yang dilabirkan o1eh 
istrinya bibunana ia dapat membuktikan babwa lstrlnya telab berzina 
dan anal< itu akibat daripada perzinaan ternebut. 
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(2) (2)Pengadilan memberikan keputusan tentang sahltidaknya anak atas 
pennintaan pihak yang berkepentingan. 

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang 

Perkawinan di dalam pasal55 menegaskan: 

1. Asal-usul seorang anak banya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran 
yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 

2. Bila Akta Kelahiran tersebut daJam ayat (I) pasal ini tidak ada, maka 
Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal·usul seorang 
anak setelab diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti 
yang memenuhi syarat. 

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka 
instansi Pencamt Kelahiran yang ada dalam daerab huknm Pengadilan 
yang bersangkutan mengeluarkan Akta Keluhiran bagi anak yaug 
bersangkutan. 

Di dalam pasal-pasal tersebut di atas ada beberapa hal yang diatur. 

Pertama, anak sob adalab yang Jahir daJam dan akibat perkawinan yang sob. Paling 

tidak ada dua bentuk kemungkittaD: 

!. Anak sob Jahir dalam perkawinan yang sob 

2. Anak yang luhir akibat perkawinan yang sab. 

Dalam Kompilasi Huknm Islam asal-usul anak diatur daJam Pasal 99, 

Pasal!OO, Pasal!Ol Pasal102 dan Pasall03. 

Pasal99: 

Anak sob adalab: 

a Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sob. 

b. Basil pembuaban suami isteri yang sob di luar rahim dan dilahirkan oleh 

isteri tersebut. 

Pasal 100: 

Anak yang lahir di luar perkawinan banya mempunyai hubungan nasab 
dengan ibunya dan keluarge ibunya". 

Pasa!IO 1 dan 102 menyangkut keadaan suanti yang mengingkari salmya 
anak den proses yang barus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang 
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dikandung a!au dilahirk.an oleh isterinya. 

Pasa!IOI: 

"Seonmg suarnl yang mengingkari sahnya ana.k, sedang isteri tidak 

meoyangkalnya, dapat meneguhk.an pengingkarannya dengan lisan.ff 

Pasall02: 

I) Suami yang akan mengingkari seonmg anak yang lablr dari isterinya, 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agamn dalam jangka waktu 
180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesu<Wt putusnya 
perkawinan atau setelah suarnl itu mengetahui bahwa isterinya 
melahirk.an anak dan bcrada ditempat yang memungk.ink.an dia 
mengajukan perkaranya kepada Pengadltan Agama. 

2) Pengingkaran yang diajukan """udah lampan waktu tersebut tidak 
dapat diterima. 

Pasal 103 : 

I) Asal-usul seorang anak banya dapet dibuktik.an dengan Akta Kelahiran 
atau alat bukti lainnya. 

2) Bila Akta Ketahiran a tau alat bukti lainnya terse but dalam ayat (1) 
tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluark.an penetapan 
tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang 
teliti herdasark.an bukti-bukti yang sah. 

3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebnt ayat (2) maka 
instunsi Pencatat Ketahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan 
Agama tersebut yang mengeluarkan Akta Ketahiran bagi anak yang 
hersangkutan. 

Dalam hukum Islam ~rang suami dapet menolak untuk mengakul bahwa 

anak yang dilahirkan istrinya bukenlah anakaya, selama suarnl dapat 

membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suarnl harus dapat 

membuktik.an bahwa: 
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a Sua:mi belum pemah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba·tiba 

melabirkan. 

b. Laltirnya anak itu kurang dati enam bulan sejak menjima' istrinya, 

sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang eukup umur. 

c. Bayi labir sesudah lebih dati empat tahun dan si islri tidak dijima' 

sua:minya" 

Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang·Undang Hukum Perdata 

mengatakan bahwa : "Tinp anak yang dilahirkan atau ditumbubkan snpanjang 

perkawinan, memperoleh si suami sebagai bnpaknya". 

Dari ketentuan tersebut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwn wanita 

yang bamil kemudian ia kawin sab dengan se<>rang pria, maka jika anak itu Jahir, 

anak itu adalah anak sab dari perbwinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada 

bataa waktu usia kebamilan. 26 Muhammad lrfan Idris dalam tulisannya yang 

beijudul "Problematika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam {Analisa Perbandingan)". Menyebutkan : "Anak yang di dalam 

kandungan dianggap mernpunyai hubungan darah dan hubungan hukum dengan 

pria yang mengawini ibunya Anggapan ini didasarkan nilai bukum ada! yung 

menetapkan asas "setiap tanaman yang tumbuh di ledang seorang dialah pemilik 

tanaman meskipun bukan dia yang menanam". Dan kebolehan kawio bamil 

tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang ada dalam 

kandungan. 27 Dari ketentuan dan berbagai peudapat tersebut di alas maka anak 

hasil dati perkawinan wnnita hernil menurut hukum positif di Indonesia adalah 

anak yang sab, tanpa melibat betas waktu kebamilan dengan parbwinan yang 

25 Amiur Nuruddin dan Azhari Akma.J Tarigan., Rukum Perdata Islam di ltulanesia, (Jakarta: 
KenCilnll, 2004), Cet II, hJm. 284. 
26 Hilman Ha.d.itwuma. Huk:um Pcrltawinan lndonesia, (Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1990), 
hJm. 133-134 
21 

• Muhammad lr&n ldris. "'Problemlltika Materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum ls:Jam (Analisa Perbandingan)", Artikel dalam Mimbur Hukum, No. 60 Talmn XIV 2003, 
(Jakarla : AI Hilanah lit. D1TBINPERA Islam, 2003), ll!m. 17. 
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dilangsungkan dan seca:ra hukum memiliki bubungan nasab dengan ayahnya. 

Sehingga semua akibat hukum antara anak dan orang tua herlaku baginya. Sanak 

keluarga sedarah yaog tidak sah hanya bertindak sebagai anak keluarga dalam 

hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sana!< 

keluarga. 

Seorang ibu tidak dapat melahirkan anak yang tidak sab, maka dengan 

kelahimn ,.Ya sudah menjadi hubungan perdata antara ibu dengan anak. Antara 

ayah dengan anak hubuogan ini hanyalab teJjadi oleh pengakuan. 

Anak yang tidak sab, yang hubungan perdata dengan satu orang tuanya, 

dirunnakan anak luar kawin dnri orang tua itu. Dengan kelahimnoya, maka anak 

yang tidak sah itn menjadi anak luar kawin dnri si ibu. Dengan pengakuan si ayab 

ia menjadi anak luar kawin dnri si ayah. Antara anak luar kawin dengan sanak 

keluarga sedarah dnri orang tnanya, pada asasnya tidak timbul hubungan perda!a. 

Senrang anak luar kawin tidak akan pemab dapat mewarisi dnri sana!< 

keluarga orang tnanya, dan sebalikeya sana!< keluarga tidak dapat hertindak dalam 

herta peninggalan anak luar kewin dnri salah seorang anggota keluarganya 

Pasal 873 KUHPerdata walaupun dalam bal yang ;arang te!jadi 

memungkinkaa terjadinya peristiwa yang demikian itu. 

Seorang anak luar kawin karena tidak ada hubuogan perdata antam dia 
dengan sana!< keluarga dnri orang tnanya, maka untnk sebagian besar 
berada diluar iketan keluarga Tetapi telbadap si ibu dan si ayab anak luar 
kawin itu mempunyai kedudukan yang terkebelakang dibundingkan 
dengan anak yang sah.28 

Pendapat masyarakat dan pabam kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam 

kedudukan bukum dnri anak yang tidak sah. Dijaman dimana orang menganggap 

kekuatan iketan keluarga liang penyangga yang paling penting untuk lata tertib 

masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar kawin itu tidaldah begitn bail<. 

" A. Phto.,lbid, hal. 5 l. 
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Pembuat Undang-Undang mengorbankan kepentingan anak luar kawin 

demi lrepentingan masyarakat yang lebih besar yang tersangkut pada kemurnian 

ikatan keluarga. Dalam sejamh ada waktunya dimana pertimbangan atas dasar 

sifut rrumusia yang sejati, membuat keadaan lebih menguntungkan anak luar 

kawin. 

Pembuat Undang-Undang kita untuk sebagian besar meDiru sistem Code 

yang bersumber dari "Code Civil des Francais" atau sistem kode Napoleon. 

Sistim Cnde memberikan kepada anak yang diakui sebagian dari haria 

peninggalan orang tuanya: tetapi mereka sepertinya tidak bertindak sebagai abli 

waris penub, mereka termasuk waris luar biasa. Dalam berta pen.inggalan sana!< 

lrelnarga dari orang tuanya anak yang dialrui benyalab mempunyal bek, apabila 

tidak ada seorang sana!< kelnarga sedamh dar! yang meninggal. Sedangkan dalam 

perundang-undangan kita anak luar kawin bertindak sabagai abli waris, karena itu 

mereka mempunyai bak untuk menuntut berdasorkan pasai 834 KUHPerdata Dari 

ped<ataan menuntut dalam pasai 834 temyata babwa pembuat Undang-Undang 

kita memberikan tern pat pada anak luar kawin sebagai abli waris. 

Menurut Burgerlijk Wetboek ada kemungkinan seorang anak tidak benya 

tidak mernpunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu dalam arti, babwa 

antara anak seorang perempuan yang melabirkan itu, tiada perhubungan hukum 

soma sekali mengenai pemberian nafkab war! san dan lain-lain. 29 

Antara anak yang tidak sah dengan sanak kelnarga sedamh dar! orang 

tuanya, benyalab ada hubungan perdnta apabila antara anak yang tidak sah itu 

dengan orang tua ada bubungan perdnta, jadi dipihak ibu selalu ada hubungan 

perdnta dan dipihak ayah benya akan ada apabila si ayah mengakui. 

Kitab Undang-Undang Hukuna Perdata membiearakan dalam bagian 

ketiga, hukum waris alrtif dan pasif dari anak luar kawin, artinya pemleben dari 

anak luar kawin. Untuk bukum waris alrtif dari anak luar kawin tidak ada bedanya 

apakab pengalruan oleh si ayah terjadi sebelum atau sesudab matinya anak luar 

"Whjono Prodjodikoro., Op<it, bal. 50. 
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kawin. Tentang hukum waris pasif dari anak luar kawin lain lagi duduk soalnya. 

Pengakuan sesudah mali tiduk menimbulkan hak waris dalam haria peninggalan 

anak luar kawin. KUHPerdala tiduk membicarakan hal itu. Hanyalah akal sehat 

dan pertimbangan kepatutanlah yang menjadi alasan bagi peudapat ini. 

Antara anak yang tiduk diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayah tiduk 

ada sarupan hubungan lrukum keluarga, oleh sebab itu dalam hal ini tidak ada 

hulrum waris. Sepanjang tiduk ada hubungan perdata, atau karena hulrum (si ibn) 

atau karena pengakuan (si ayah), maka bubungan keluarga yang tidak sah itu tiduk 

berarti apa-apa dalam bulrum waris. 

Karena kelahiran itu sendirilah ada hubungan aatara ibu dan anak. 

Hubungaa anak dan laki-laki yang membuahkannya tiduk ada. Jadi barulah karena 

pengakuarmya !altirlah hubungan hulrum antara anak dan laki-laki yang 

mengakuinya. Walaupun demiklan kedudukannya tetap lebih lemah dibnndingkan 

dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Selain itu anak luar kawin baik 

yang diakni maupun tidak, bukan merupakan bubungan orang tua melainkan 

banyalah hubungan perwalian. 

Mengenai arti pengakuan itu sendiri tidak ada kesatuan pendapat. Apakah 

pengakuan itu udalah bukti adanya hubungan kekeluargaan yang alemiah? 

Ataukah pengakuan itu udalah suatu perbuatan hulrum yang menbnbulkan 

hubungan kekeluargaan sehingga bukan keturunanlah melainkan pengakuarmya 

itu yang menjadi sumber bubungaa hulrum antam oreng tua dan anaknya. 

Bagaimanakah dengan pengakuan yang bertentangan dengan kebenaran? 

Apakah itu merupakan pemalsuan dalam sural itu suatu perbuatan hukum malca 

pengakuan yeng bertentangan dengan kebenamn itu bo!eh dan karena itu tidak 

dapat dituntut pemalsuan atau penggelapan kenyataan. Kalau pengakuan itu 

dianggap suatu perbuatan hukum, yang berdasarkan fakta bahwa yang mengakni 

itu adalab oreng tua dari anek itu. Karena pengakuan itu bukanlah upaya bukti 

maka ada kemungklnan pengakuan itu dibatalkan oleb pengadilan. Katana dasar 
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pengakuan itu adalah fiksi bahwa yang diakui itu adalah onalmya maka tidak 

mungkin bahwa yang mengakui itu lebih muda dari yang dlakuinya. 

Menurut perlindungan anak dalam Undang-Undang Hllk Asasi Manusia 

tahnn 1999 dlatur dalam pasal 52 sampai dengan pasal 66, menurut pasal 56 

me'!ielaskan sebagai berikut : 

~ Ayat I setiap anak berbak untuk mengetahai siapa orang tuanya. 
dlbesarkan, dan dlasnb oleh orang tuanya sendiri." 
"Ayat 2 dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan 
memeli.bam onalmya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini 
maka anak ternebut boleh dlasub atau diangkat sebagai anak oleh omng lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" 

2.4.2. Akibat Hulrum Dari Statua Anak Luar Kawm Menurut Kimb 

Undang-Undang Hukum Perdala 

Pasal 862 KUH Perdata banya memberikan bak mewaris kepada anak luar 

kawm yang ada hubungan perdata dengan si pewaris berdasarkan pasa128! KUH 

Perdata (pengakuan dalnm akte kelablran atau akte olentik yang dicatat dipinggir 

akte kelablran). Pasal 862 KUH Perdata mengikatkan hak mewaris ansk yang 

tidak sah peda ndanya hubungan perdata antarn orang tua dengan ansk Hubungan 

yang demikia.n antarn ibu dan anak tOijadi dengan sendirinya knrena kelablran 

kecuali anak :zinah dan sumbang antara ayah dan banya te!jadl hubungan perdata 

karena pengskuan (pasal280 KUH Perdata). 

Jadi dengan kelablrannya maka ansk yang tidak sah itu menjadl anak luar 

kawin dari si ibu. Dengan pengskuan si ayah ia menjadi anak luar kawin dari si 

ayah. Anak luar kawin tidak skan pemah mewatis dari sanak kaluarga omng 

tuanya sebaliknya sanak keluarga tidak skan pemah dapat bertindak dalnm barta 

peainggal.an ansk luar kawin dari salah seorang anggota keluarganya Akan retapi 

pasal 813 KUH Perdata memungkinkan te~adl pewarisan yang demikian itu. Jadl 

apabila sama sekali tidak ada lagi orang lain, maka anak luar kawin dapat mewaris 

dari sanak keluarga orang tuanya dan sebaliknya, dengan menyampingkan negara 
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Oleh karena anak luar kawin tidak ada hubungan perdata antara dia dan 

sanak keluarga dari orang tuanya, maka ia hampir sama sekali bernda diluar ikatan 

keluarga. Tidak hanya terhadap sanak keluarga orang tuanya, tapi juga terhadap 

ibunya dan ayabnya yang mengakuinya maka anak luar kawin terkebelakang 

kedudukannya dihandingkan dengan anak sah. Antara anak yang tidak diakui 

ayabnya dan sanak keluarganya tidak ada hubungan bukum keluarga apapun. 

Karena itu tidak ada hak mewaris.30 

Dalam hal warisan dari anak luar kawin berbeda menurut keadaan apakah 

ia harus membagi dengan keturunan yang sah dari pewaris atau dengan 

suami/isteri yang masih hidup, dengan orang tuanya. moyangnya dan seterusnya 

atau dengan keluarga selanjutnya dalarn garis menyamping. 

Perhandingannya pewarisan anak luar kawin dengan garis keturunan keatas 

yaitu habwa pada pewarisan anak luar kawin ada pangakuanlpengesahan dari 

orang tuanya baru ia dapat mewaris bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang 

lain, sedangkan untuk garis lurus keatas tidak parlu ada pengakuan. Juga untuk 

anak luar kawin ia dapat saja mewaris bersama-sama dengan golongan I, II, ill dan 

IV, sedangkan pada garis !urns keatas hanya golongan II (orang tua) dan golongan 

m (kakek nenek). Tidak ada pengggantian untuk anak luar kawin (sehab 

penggantian terjadi hanya untuk keturunan yang sah) juga tidak ada penggantian 

dalam garis !urns keatas. Dan untuk bagian mutlak, baik anak luar kawin maupun 

untuk garis lurus keatas, berdasarkan pasal915 dan 916 KUH Perdata. 

Hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan 

keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan alas adanya perkawinan 

yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalab. keturunan yang lain berdasarkan 

kelab.iran dalam atau sebagal akibat perkawinan yang sab, anak-anak yang 

demikian disebut anak sab.. Sedangkan keturunan yang tidak sab. adalab. keturunan 

yang tidak didasarkan alas suatu parkawinan yang sab, orang menyebut anak yang 

demikian ini adalab. anak Juar kawin. 

30 A Pitlo., Op-<:il, hal. 48 
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Riduan Syahrani menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar 

perkawinan yang sab adalab bukan anak yang sab, sehingga membawa 

konsekuensi dalam bidang perwarisan. Sebab anak yang dilabirkan di luar 

perkawinan banya mempunyai hubungan perdata dangan ibunya dan keluarga 

ibunya (Pasal 43)." Hubungan kekeluargaan seda!ah!nasab dalam Hukum Penlata 

mempunyai arti yang sangat penting. Ada banyak ketentuan dalam hukum 

keluarga yang didasarkan atas adanya hubungan darah, seperti dalam ketentuan 

tentang Hukum Perkawinan, antara lllln: 

a. mengenai izin kawin (Pasal 36 K.U.H. Penlata dan selanjutnya, Pasal 6 

U.U.P.): 

b. mengenai latangan yang diseburkan dalam Pasal 30 K.U.H. Perdata dan 

selanjull!ya, Pasal8 U.U.P.; 

c. pencegaban perkawinan (Pasal 61 K.U.H. Perdata dan selanjutnya, Pasal 14 

U.U.P. dan selanjutnya); 

d. dalam hal ada tuntutan batal suatu perkawinan (Pasal 86 K.U.H. Penlata dan 

Pasal23 U.U.P.): 

e. pada pengesaban anak (Pasal 276 K. U.H. Perdata); 

f: pada peristiwa pembebasan atau pemecatan dari kelruasaan orang-tua (Pasal 

319 aayat(2) K.U.H. Perdatadan selanjutnya); 

g. pada perwalian (Pasal333 K.U.IL Perdaradan selanjutnya); 

h. pada perlunakan/pendewasaan (Pasal427 K.U.H. Penlata}; 

1. dalam hal ada pereeraian (Pasal229 K.U.H. Penlata dan selanjutnya, Pasal41 

U.U P.); 

j. pada pewarisan (Pasal 832 K.U.H. Perdara). 

k. pada permohonan untak menguudurkan diri dari kewajiban membarikan 

)I Riduan Syahrani, SeluJ; Beluk dan As~-Asas Hukum Per data. {Bandung : Penerbit Alumni, 
1989), c.t II. bhn. 100-101. 
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kesaksian di depan Pengadilan (Pasal 1909 K.U.H. Perdata) dan lretentuan 

tentang siapa-siapa yang tidak boleh <lidenger sebagai saksi ( Pasal 1910 

K.U.H. PerdatadanPasal 145 H.I.R); 

I. para pengl,.dapnya pada pembuatan Akta Notariil dan orang-orang yang 

bertindak sebagai saksi (Pasal 23 P.J.N.). 

Anak yang labir dati perkawinan wanita hamil adalah anak sab dati kedua 

orang tuanya, sehingga ia memiliki bak-bak yaag wajib dipenuhi oleh kedua orang 

tuanya. Hal ini diatur da1am Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan da1am: 

Pasal42: 

"anak yang sab adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang soh." 

Pasal 43: 

1) anak yang dilabirkan di luar perkawinan haoya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

2) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur da1am 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 44: 

I) Seorang suami dapat menyangkal sahuya anak yang dilahirkan oleh 
istrleya, bilamana ia dapat merabuktikan bahwa istrinya telah berzina 
dan anak itu akibat datipada perzinaan tersebut. 

2) Pengadilan memherikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas 
pennintaan pilmk yang berkepentingan. 

Adapun yang menyangkut bak dan kewajiban antara orang tua dan anak 

diatur dalam pasal45 sampai dengan pasal49. 
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Pasal45 : 

I) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 
sebaik-baiknya. 

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (!) pasal ini berlaku 
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana 
berlaku terus mesldpuo peakawinan antara kedua orang tua putus." 

Pasal46: 

I) Anal< Wl\iib menghormati orang tua dan mentaati kebendak. mereka 
yang baik. 

2) Jika anak telab dewasa, ia wajib memelihara .rrumurut kemampuannya, 
orang tua dan keloarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu 
memerlukan bantuannya. 

Pasal47 : 

I) Anal< yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tabun atau belum 
pemab melangsungkan peakawinan ada di bawah kekuasaan orang 
tuanya selama mereka tidak dlcabut dari kekuasaannya. 

2) (I) Orang tua mewsldli anak tersebut mengenai perbuatan hukum di 
dahun dan di luar Pengadilan". 

Pasal48: 

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan bak atau menggadaikan 
barang-barang tatap yang dimiliki anaknya yang belum batumur 18 
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, 
keeuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya." 

Pasal49: 

(I) Salah seorang atau kedua orang tua <laPat dleabut kekuasaannya 
terbadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
permintaan orang tua yang hun, keluarga anak dahun garis lurus ke atas 
dan sandara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, 
dengan keputusan Pengadilan dalam bal-bal : a. Ia sangat melalaikan 
kewajibannya terbadap anaknya ; b. Ia berkelaknan buruk sekali. 

(2) Mesldpun orang tua dieabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiban untuk memberi biaya perneliharaan kepada anak tersebUl 

Menurut Sudarsono dalam bukunya "Hukum Kekeluargaan Nasional". 

Bahwa kekuasaan orang tua pada ptinsipnya meliputi : 

a. Kekuasaan terhadap pribadi seerang anak ; 
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b. Kekuasaan terhadap barta kekayaan anak". 

a. Kekuasaan Terhadap Pribadi Seorang Anok. 

Kitab Undang·Undang Hukum Perdata menjelaskan dan mengatur; 

I) Berdasarkan pasa1298 ditegaskan bahwa: 

"Tiap-tiap anal<. dalam umur berapapun juga, wajib menarub 

kebonnatan dan keseganan terbadap pada bapak dan ibunya". 

Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelibara dan mendidik 

sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan bak untuk 

memangku kekuasaan orang tun atau untuk menjadi wali tak 

membebaakao mereka dari kewajiban, memberi tunjaogan-tunjangan 

dalam keseimbangao dangan peodapatan mereka, guna membiayai 

pemelibaraan dan pendidikan itu. Terhadap anak·anak yang telah 

dewasa, berlakulah kerentuan·ketentuan tercantum dalam bagian 

ketiga bah ini. 

2) Sepanjang perkawinan bepak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia 

menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar 

mereka tidak dibebaakao atau dipeeat dari kekuasaan itu. Demikian 

menurut ketentuan pasal 299 KUH Perdata. 

3) Adapun yang dlatur di dalam pasal-pasal 301 ditegaskan bahwa: 

"Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam hal pembubaran 

perkawinan setelah berlangsungnya perpisaban meja dan ranjang, 

adanya pereeraian perkawinan dan adanya perpisahan meja dan 

~ang, berwajiblah si bapak dan si ibu, pun sekiranya mereka tidak 

memangku kekuasaan orang tua sadangkan tidak pula mereka 

dibebaskan atan dlpecal dari itu, guna keperluan pemelibaraan dan 

32 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasionai.Rineka Cipla,lakarta,199J h.23 
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pendidikan anak·anak mereka yang belum dewasa, tiap.tiap minggu, 

tiap.tiap bulan atau tiap-tiap tiga bulan, menyampaikan tunjangan 

mereka kapada Dewan Perwalian Sedernikian banyak sebagajm.wta 

alas tuntutan Dewan, Pengadilan Negeri berkenan menentukannya". 

4) Apabila si bapak atau si ibu yaug melakukan kekuasaan omng tua 

mendepatkan alasan yaug sunggub-sunggub untuk merasa tak puas 

karena kelakuan anaknya, maka atss permintaan dia, atau alas 

permintaan Dewan, asal ini dimajukan demi anjumn dan untuk dia, 

Pengadilan Negeri boleh memerintabkan penampungan anak itu untuk 

waktu tertentu dalam sebuab Lembaga Negara atau partikelir yang 

akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penampungan ini dilakukan 

atas biaya si yang memangkn kekuasaan omng tua tadi, atau bilamana 

pemangkn ini tidak mampu untuk itu, alas biaya si anak; 

penampungan yang demikian, jika anak itu pade hari penetapan Hakim 

belum mencapai umur empat belas laban, hanya boleh diperintabkan 

selama-lamanya enam bulan, dan jika ia pude hari penetapan tadi telab 

mencapai umur tersebut, selama-lamanya satu tabun, namun sekali­

kalipun tak bolehlab melampaui saat anak itu menjadi dewasa. 

Pengadilan Negeri tak boleh memerintabkan penampungan yaug 

demikian, melainkan setelab mendenga.r Dewan Perwalian dan lagi, 

dengan tak mengumngi ketentuan dalam ayat kesatu pesaJ 303, setelab 

mendengar si anak; jika orang tua yang loin tidak kehllangan hak:oya 

guna memangku kekuasaan omng tua, maka inipun barns didengar, 

atau setidak-tidaknya hams terlebih dabulu dipanggil dengan sab. Ayat 

keempat pesaJ 206 berlaku terhadep pemeriksaan yaug tetakhir ini. 

Ketentuan nomor 4 ini terdapat di dalam pesaJ 302 KUH Perdata 
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b. Kekuasaan Terhadap Harta Kekayaan Arulk. 

1) Kitab Undang-Undang Hulrum Perdata menjelaskan dan mengatur; 

a. Menurut ketentuan pasal 307 ditegaskan bahwa: "Dengan tidak 

mengwangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 237 dan ayat terakhir 

pasa I 319e, setiap pemangku keknasaan orang t1.1a terhadap seorang 

anak belum dewasa., bmus mengurus barta kekayaan anak itu. 

Ketentuan ini tidak ber!aku sekedar mengenai barang-barong, yang 

mana, baik karena sesuatu perbnatan perdata antarn yang masih 

hidup, maupun karena seswttu surat wasiat, telah dihibahkan atau 

dihibahwasiatkan kepada anak-anak, dengan penegasan, bahwa 

pengurusan akan barang·banmg tadi bendakuya diselenggarakan 

oleh seorang pengurus atau lebih, lain dari pada si peml!llgku 

kek.uasaan orang t1.1a sendiri dan yang ditunjuk pula di dalamnya. 

Kendati adanya pengangkutan pengurus-pengurus istimewa seperti 

di atas, namun berhaklah si pemangku kekuasaan orang tua, selama 

anakuya belum dewasa., meminta perhitungan tanggung jawah dari 

pengurus tersebut. 

b. Barang siapa karena keknasaan nrang tua yang ada padanya, 

berwajib mengurus barta kekayaan anak-anakuya, berns 

bertanggnng jawab baik atas kemilikan barta kekayaan tadi, mau 

pun alas segala basil dari barang-barang, yang mana ia 

diperbolebkan menikmatinya. 

Mengenai barang-barang yang menurut Undang-Undang ia 

diperbolebkan menikmati hasilnya, bertanggung jawablah ia alas 

kemilikan barang-barang itu. Ketentuan ini termaktub di dalam 

pasal308, sedangkan di dalam pasal 309 ditegaskan bahwa: lall!k 

bo!eh memindahtangankan barta kekayaan anak-anaknya yang 

belum dewasa melainkan memperbatikan aturan-aturan teroantum 
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dalam bab kelima belas buku kesatu tentang memindahtanganknn 

barnng-barang kepunyaan anak-anak belum dewasa. 

c. Adapun bak dan kewajiban ayab atau ibu yang memegang 

kekuasaan onmg tua diatur di dalam pasal3ll, 312 dan 313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: 

a) Setiap bapak atau ibu yang memangku kekuasaan onmg tua 

atau menjadi wali, berhak menikmati segala basil harta 

kekayaan anak-anaknya yang belum dewasa. Apabila beik si 

bapak, maupun si ibu dibebaakan dari kekuasaan orang tua atau 

dari perwalian, maka kedua merekalab yang berhak menikmati 

basil-basil tersebut. 

Pembebasan si bapak atau si ibu yang melakukan kekuasaan 

onmg tua atan perwalian. Sedangkan orang tua yang lainnya 

telab meninggal atau dipeeat dari kekuasaan orang tua atau 

perwaliannya tidak mempunyai okibat-akibat terlladap hak 

nikenattersebut 

b) Di balik hak nikenat itu adalab beberapa kewajiban sebagai 

berikut: 

1) segala kewajiban yang ada pula di balik hak pakai 

basil;memelibata dan mendidik sekalian anak; 

2) membayar segala angsuran dan segala bunga atas uang 

pukok; 

3) membiayai penguburan anak. 

c) Hak nikmat basil tidak ada: 

1) terbadap segala barang yang diperoleh anak-anak karcna 

ketja dan usaba sendiri; 

2) terbadap segala barang yang karcna sesuatu perbuatan 
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perdata antara yang masih hidup, atau karena sesuatu surnt 

wasiat telah diliibahkan alau dihibahwasiatkan kepada 

anak-anak, dengan penegasan, bahwa kedua orang tua tak 

boleh menikmati hasilnya. 

Dalam Kompilasi Hakum Islam Orang Tua berkewajiban: 

1) Sebagai Wall dalam Perkawinan (Pasal 21 Kompilasi Hakum Islam) 

2) PemeliharaBn anak teJ:lllasuk mewakili anak dalam perbuatan hokum di dalam 

atauplUl di Iuar Pengadilao (Pasal 98 Kompilasi Hakum Islam). 

Dalam pasaJ 2 Undang-Undang Nomor 4 Talam 1979 tentJ:mg 

Ke~ahteraan Anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: 

I) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 
berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuban 
kbusus untuk tumbub dan berkembeng dengan wajar. 

2} Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kebidupan oosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi 
warga negara yang baik dan berguna. 

3) Anak berhak atas pemeliharaBn dan perlindungan, baik semasa dalam 
kandungan maupun sesudab dilahirkan. 

4) Anak berhak atas perlindungan terlladap Jingkengan bidup yang dapat 
membahayakan atau mengbambat pertumbuban dan perkembangan dengan 
wajar". 

Menurut hakum perdata barat yang memuat ketentuan hakum tentJ:mg 

kekeluargaan dikenal golongan anak sebagai berikut: 

a. anak sah 

b. anak tidak sah!anak luar kawin, yang terdiri dari : 

:nltma Setyowati Soomitro, Aspek Hulatm Perllndungan.AJ1a14 (Jakarta: Bumi Aksara. 1990), Cet 
~him. 16-17. 
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1) Anal< tidal< sah yang diakui bapak:ya. 

2) Anal< tidal< sah yang tidal< diakui o1eh bapaknya. 

Dengan adanya perbedaan status analc tersebut dalam Kitab Undang­

Undang Hukum Perdata, menyebabkan timbulnya beberapa perbedaan dalam 

masaleh mengenai : 

1) Hak memakai nama keluarga 

2) Pernberian izin perkawinan 

3) Hak untuk mewarisi 

4) Kelruasaan orang tua 

Dari ketentuan di atas, maka penulis berpendapat bahwa analc ynng 

dilabirkan dari perkawinan wanita bamil adalah memiliki hubungan nasab dengan 

kedua or.mg trumya dan kadua ornng tua analc ternebut wljjib mernenuhl kebutuban 

anaknya, baik mendidik. mernelihara, perwalian nikah dan mewakili dalarn segala 

perbuatan hukum di dalam atanpun di luar Pengadilan serla segala hak-hak analc 

dari kedua orang tuanya dengan sendirinya melekat kepedanya. seperti bak nasab, 

hak waris-mewaris~ hak nalkah hak perwalian dan lain sebagainya. 

Anal< Juar kawin (jadi, bukan anak tidal< sah yang labir karena akibat zinah 

atau sumbang) dapat disahkan, dan itu dapat dilakukan menurut cara yaitu dengan 

perltawinan orang tuanye (kalau. anak itu terlebih dahulu sudah diakui) atau diakui 

pada pelangsungan perkawinan oleh bapaknya, atau dapat pula disahkan dengan 

surat-surat pengesahan, jika bapaknya !alai mengakui analc itu selambat-lambatnya 

pada pelangsungan perkawinan. 

Pengakuan sesudah perkawinan tidal< berakibat pengesahan anak-anak 

bersangkutan; dahulu pembentuk Undang-Undang mengkbawatirltan bahwa jika 

iliadakan ketentuan yang kebalikannya akan timbul babaya, yaitu bahwa dangan 

itu akan dipancingkan suatu adopsi (pungut anak) yang tidal< dikebendaki dan 
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yang nyata-nyata lantas dimungkinkan adanya. Dengan pengesahan si anak lantas 

memperoleh kedudukan sebagai anak sah. 

Pengakuan oleh si bapak banya dapat dilakukan dengan persetujuan ibunya 

selagi si ibu masih h.idup. Maksud ketentuan ini ialah untnk mencegah, bahwa 

ornng asing tanpa bantuan si ibu meuyatakan dirl sebagai bapaknya ataupun 

bahwa ornng asing dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha 

memperoleh keuntungan keuangan. 

Anaknya sendiri, meskipun ia sudah dewasa, tidak dapat menghalang· 

balaogi peugakuan itu. Yang ade pade anak atau wakilnya menurut KUH Perdata 

ialah weweuang untnk membantah suatu pengaknan yang telah teljedi. Pengaknan 

itu banya dapat dilakukan apahila si bapak Ielah berumur 18 tahun atau apabila ia 

tentu saja dengan dispensasi kawin pade usia yang lebih muda dari 18 tahun, 

didalam bal mana peugaknan itu (me1ulu) dapat diialtnkan pade pelangsungan 

perkawinan.34 

Menurut KUH Perdala, peugaknan oleh seorang ayah, yang belum berusia 

18 tahun, dilakukannya sendiri dan tidak oleh walinya Bahkan bantuan dari wali 

tersebut sama sekali tidak diperlukaa Pengakuan itu merupakan suatu perbuatan 

yang bersifat mumi pribadi. Seorang ayah yang mengakui anak luar kawin itu 

tidak disyaratkan adanya suatu perbedaan umur minimum. 

Sanak keluarga sedarah yang terjalin akibat perkawinaa yang tidak sah 

banyalah dianggap seb8gai sanak keluarga dalam hukurn waris, sepanjang ade 

hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga Bahwa seorang ibu tidak 

dapat me1abirkan anak tidak soh, karena dengan kelabiran Sllja sudah terjadi 

hubungan perdate antara ihu dan anak. Antara ayah dengan anak hubungan ini 

banyalah terjadi oleh pengakuan dari sang ayah (pasal 166 KUH Petdata). Anak 

yang tidak soh, yang hubangan perdata dengan satu orang tuanya dinamakan anak 

1uar kawin dari orang tua itu. 

34 Djubaendah Hasa.., Hukum keluarga seteiah berlakunya UU No. 111974, Annico. 
Bandung 1988, bal. 48. 
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Antara anak yang tidal< diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayahnya 

tidal< timbul suaru hubungan hukum. Sepanjang tidal< ada hubungan perdata, akan 

tetapi h:ukum (si ibu), atau oleb pengakuan (si ayah) maka hubungan keluarga 

yang tidal< sah itu tidal< betmti apa-apa dalam hukum waris." 

Status anak luar kawin kawin tercantwu dalam pasal 43 aym 1 dan 2 KUH 

Perdata. Pasal 43 ayat 1 menyebutkan: anak yang dilahirkan diluar perl:awinan 

banya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. lsi pasal 

ini sesuai dengan dasar pemikiran hukum ada! yang memberikan hak dan 

kewajiban si anak tebadap ibunya dan keluarganya ibu. Disini si anak diberi status 

perdata yang jelas meskipun banya dengan ibu dan keluarga ibu {didalam Pasal 

280 KUH Perdata, anak luar kawin banya mempunyai hubungan keperdalaan 

dengan bapaklibu yang mengakuinya saja, jadi dimungkinkan seorang anak luar 

kawin tidal< diakui oleh kednanya baik oleh ibunya maupun oleh hapaknya), 

ketentuan ini karena merupakan hulrum nasional berlakn bagi semua warga negara 

Indonesia baik asli maupun keturunan. 

Undang-Undang perkawinan dengan denrikian memberikan status yang 

jelas dan pasti bagi seorang anak luar kawin. Pasal 43 Undang-Undang Nomor I 

Tabun 1974 aym 2 mengalakan bahwa kedudukan anak tersebut akan diatur 

dengan peraturan pemerintah tapi sampai sekanmg ketentuan itu belum ada. Pasal 

44 Undang-Undang Nomor l Tahun 1974 mengatur hak seorang suami untuk 

meoyangkal kebapakannya atas seorang yang dilabirkan istetinya kalsu temyata 

dan dapat dibuktlkan bahwa isterinya itu berzinah. 

Proses status anak ini selama belum ada peraturan yang merupakan 

peraturan pelaksanaarmya tetap dipakai ketentuan yang berlakn sebelum 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang melalui pasal 66 

kembali kepada ketentuan sebelumnya yang berlakn bagi masing-masing. 

35 Ha.rtono Swjopnrtiknju,, Hukum wmis tanpa wasiat, cet I Sie Notariat fak, Hukum 
UGMYogyakBrtl!, 1982,hal. !92. 
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Pasal 873 ayat 2 KUHPerdata mengatakan jika anak luar kawin meninggal 

dunia maka yang mewaris ialah: 

I. keturunannya dan isteri/suaminya kalau ia tidak ada maka, 

2. bapak atau ibu yang mengakuinya dengau saudara-saudara beserta 

keturunannya, dan kalau ini tidak ada, maka 

3. keluarga yang terdekat dan ayahlibu yang mengakuinya.,. 

Pemerintah mengapuskan penyebutan auak luar kawin dalam Akta 

Kelahiran bagi auak yang lahir di luar pemikahan. Selanjutnya, untuk auak-anak 

itu akan disebut sebagai "auak dari se<>rang ibu", kemudian dlikuti penyebutan 

nama ibundanya. Perubuhan penyebutan ini dimaksudkan untuk menjaga 

perkembangau kejiwaan auak. ini demi masa depen si auak, tanpe mengltiraukan 

bagaimana proses ia dllabirkan. Anak luar kawin yang berarti anak hanun adalab 

sebutan yang mengauggap seomng auak sebagal pelaku dosa. Ini tidak baik untuk 

perkamhangao kejiwaan auak. Setiap auak memililci bak yang sama. Kelau pun ia 

dilabirkan akibat huhangau di luar nikah, maka auak tak layak untuk meoanggung 

dosa sosial itu. Upaya ini juga bukan berarti bentuk melegalkan hubl.Ulgau di luar 

nikah. "Kelau pl.Ul hubungan di luar nikah itu dosa, maka si auak tidak harus 

menjadi korban akibat perbuatan bapak ibunya. 

Bagaimaoapun, kewajiban melindangi anak harus lebih diutamakan 

daripada tudingan melegalkan perzineban. Se1inp auak mempunyai bak 

mendapatkan perlindungau akan segala hal, tennasuk di dalamnya bak 

mendapatkan identitllll diri. Jika seorang auak yang dilabirkan tanpa kebadiran 

seoraug ayah karena suatu hal, sehingga ia tidak bisa mendapatkan Akta 

Kelabiran, maka ia akan mendapat kesulitan untuk melanjutkan kahidupannya. 

Padabal, hanyak hal yang berhubungan dengan admirus-i membutahkan bukti 

identitllll. Upaya memberi Akta Kelabiran untuk auak di luar nikah, adalab untuk 

mengburmati kepentiugan dan bak seorang auak. Sebab, kelahiran auak tanpa 

kehadiran seoraug ayab bukaolah kasalahan si anak itu. Tidak seharusnya saug 

:u. Kapojos M., Diktat bukum wads, Faku.ltas Hukum UNSRAT Manado,l987 
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anak mendapatkan hulruman dengan tidak diperkenankan memi!ild Akta 

Kelahiran'. 

Status anak yang dilahirkan dlanggap sebagai anak tidak sah. 

Konsekueosinya, anak hanya mempunyai bubungan perdata dengan ibu dan 

ke!uarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terbadap 

ayalmya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 Komplasi Hukum 

Islam). Di daiam akte kelehirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar 

nikah,. sehlngga hanya dieantumkan nama ibu yang melahirkannya. Ketenmgan 

berupa status sebegai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan 

banlampak sangat mendaiam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. 

Ketidalijelasan status si anak di muka hukum, mengakibstken bubungan 

antara ayah dan anak tidak kua~ sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya 

menyangkal behwa anak tersebut adaiah anak kandungnya. Yang jelas merugikan 

adaiah, anak tidak berbak alas biaya kehidapan dan pandidlk.an, naikeh dan 

warisan dari ayahnya. 

2.4.3. Pengakuan Anak Luar Kawin 

1. Pengertian Pengakuan Anak 

Pengakuan Anak merupakan pangakuan yang dilakukan oleb bapak alas 

anak yang lahir di luar perkawirum yang sah merouut bukum. 

Pada dasamya, pengakuan anak bisa dilakukan beik oleh ibu maupun bapak, tetapi 

karena bardasarkan UU Nomorl/1974 pasal 43 yang pada intinya menyatakan 

behwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata 

dengan ayalmya, maka untuk mendapatkan bubungan perdata yang baru, seorang 

ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. 
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l. Horus Ada Persetujnan lbu 

Meski ada ketentuan yang memungkinkan seornng laki-laki allru bapak 

melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan 

persetujuan ibu. Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan 

terbadap anak luar kawin, selama bidup ihunya. tidak akan diterima jika si ibu 

tidak menyetujui. Pasal 278 KUH Pidanapun mengatur tentang ancaman pidana 

bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya. 

3. Ketentuan yang mengatur tentang Pengakuan Auk Lnar Kawln 

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUH 

Perdata: 

!) Pasal 280 menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap 

anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau 

ibunya. 

2) KUHPerdata juga memungkinkan seorang bapak melakakan pengakuan anak 

pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti yang ditetapkan 

dalam pasa1273, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, 

selain karena perzinaban atau dosa darah--, dianggap sebagai anak sail, 

apahila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan 

diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya 

3) Ketentuan lain mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam pasal 281 

sampai dengan 286 

4. Kapan Pengakuan Auk Luar Kawin bisa dUakukan 

Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang 

dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang 

statuanya adalah: 
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1) Kedua pihak masih lajang {tidak dalam ikatm perkawinan yang sah) 

2) Akibat adanya perkosaan 

3) Kedua pihak sudah melakokan perkawinan, tetapi !alai mengakui anal< luar 

kawinnya, rnaka atas suxat pengesahan dati Presiden, pengakuan dapat 

dllakokan. 

5. Pengakuan Anak yang Dilanmg (Pasa128l KUH Perdata): 

l) Oleh anak yang belwn dewa.sa, atau belum rnencapai usia 19 tahun; 

{Catalan: Khusus bagi perempuon yang melakul«m pengakua:n. 

diperbo/ehl«m meski ia be/um mencapai usia 19 tahun) 

2) Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu dan khilaf; 

3) Ibn dati anal< t.ersebut tidak menyetujui; 

4) Terbadap anal< yang dilabirkan akibat hubungan antara pihak yang masih 

terikat perkawinan (zinah) maupun anak sumbang keeuali mendapat 

dlspensasi dati Presiden. (Anak sumbang adalah anak yang /ahlr darl 

hubungan tmtara dua orang yang dilarang meniknh satu soma lain). 

6. Kewajiban yang Baros Dilakukan 

Kew'!iiban seorang bapak ini berkaitan dengan hubangan perdata yang 

sudah terjalin setelah ada Pengakuan Anal<, yakni: 

1) memberi ualkah kepeda anal< yang diakui 

2) menjadl wali dati anal< yang dillkui, saat dibetuhkan 

3) mewariskan bartanya kepada anal< yang diakninya 
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7. Pengakuan terhadap Anak Yang Belum Lahir 

Dimungkinkan pula pengakuan yang dilakukan terhadap anak yang belum 

lahir. Hal ini didasaikan pada ketentuan pasa12 KUH Perdata, yang menyatakan 

bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang peremplll!ll, dianggap sebagai 

telah dilahirkan, bilamana kepentingan anak menghendakinya. 

Dengan demikian, sehelum anak yang dialrui tersebut lal!ir, maka bisa 

terjadi hubungan hukum kekeluargaan anlam ayah dengan anak, sebagai akibat 

adanya pengakuan secara parental terhadap anak yang belum lahir tersebut 

Biasanyn pengakuan sehelum lahir ini diterapkan pada peristiwa khusus yang 

merupakan pengecualian untuk suatu kepentingan, misalnyn dalam hal warisan. 

Akibat terpenting dari pengakuan anak sebelum lahir adalah seluruh hulamgan 

hukum kekeluargaan serta semua akibat hukum yang herl<aitan dengan itu herlaku 

pada saat anak tersebut dilahirkan. 

8. Syarat-Syarat pembuatan akte pengakuan 

1) Fotokopi KTP kedua orang tua 

2) Kartu keluarga 

3) Akte Kelahlran anak luar kawtu 

4) Sural pemyataaan dari yang hersangkutan bahwa tidak torikat perkawimm 

dan anak yang diakui adalah anak mereka. 

9. Bentuk Pengakuan Anak 

Pengakuan Anak dapat diblllllgkan anlam lain dalam Akte Notaris atau 

pada Akta Kelahiran a tau Akta yang dibuat oleh Pejahat Catatan Sipil ( di luar 

pengadilan). Atau dimungkinkan pula dengan Akta Perkawimm sendiri. 
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Jenis Akta Kelahin1n 

Akta Kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan lrelahira.n. 

Ada 3 jenis Akta Kelabinm, yaitu : 

I) Akta Kelahin1n Umum. Akta Kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan 

kelahiran yang disampailren delam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam 

poluh) hari ke!ja bagi WNI dan 10 (sepuluh) bari kerja bagi WNA sejak 

tanggallrelahira.n bayi. 

2) Akta KelalliniU lstimewa. Akta Kelahira.n yang dibuat berdasarkan laporan 

kelalliran yang telah melampaui batas waktu 60 (euam puluh) bari kerja bagi 

WNI dan 10 (sepuluh) bari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahira.n bayi. 

3) Akta Kelallinln DispensasL Akta Kelahira.n yang dibuat berdasarkan 

Program Pemerintah untuk memberikan kemudaban bagi mereka yang lahir 

sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftanm I 

pencatatan lrelahirannya. 

Akta Kelahiran telah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda dan sampai 

saat ini aturannya pun warisan dari kolonial. Pencatatan lrelahira.n berpedoman 

pada staatsblad walanpun berdasarkan los1ruksi Presidium Kabinet Nomor 3 

lfLliiNII 966, tanggal 27 Desember 1966 yang menyebutkan delam 

penyelenggaraan catatan sipil tidak lagi menggunakan penggolongan pendudok. 

Aturan pencalatan Akta Kelahira.n yang masih barlaku adalah Staatsblad 

Tahun 1920 Nomor 751 jo Stsatsblad Tahunl927 Nomer 564 tentang Pencatatan 

Sipil bagi orang Indonesia dan Stsatsblad Tahun 1933 Nomor 74 jo Staatsblad 

tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi orang yang merniliki Sumber 

Dsya Manusia mernadai dan memahami sistem pendataan atau registrasi 

kependudukan. 

Sistem registrasi pendudok dipertanyakan o!eh masyarakat karena 

negaraldalam hal ini instansi terkait seringkali meminta semua persyamtan 

termasuk kepernililren Akta Kelahira.n pada saat orang tersebut melakukan 
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perpanjangan seperti Kartu Tanda Penduduk, paspor, dan lain sebagainya. Dengan 

demikian negara dalam bal ini pemerintah perlu meainjau kembali hukum-hukum 

yang ada dan meainjau kembali perntur.m-pemtutan pelaksanaan tentang 

pencatatan kelahiran untuk memastikan tidak adanya diskriminasi gender, anal< 

yang lahir diluar nikah, etnik minoritas, masyarakat yang terpinggitkan dan Jain. 

lain berdasarkan kepentingan terbaik bagi anal<. Implikasi peainjauan peratur.m 

adalah timbulnya penyederbanaan tala laksana dan persyaratan, aksesibilitas pada 

pelayanan, otonomi/kewenangan yang lebih terdesentralisasi, sehingga registrasi 

kelahiran anal< akan men}ldi bagian dari pelayanan publik yang efektif dan efisien. 

Pengakuan resmi alas peristiwa kelahiran akan menjadi dasar dari hak-hak 

sipil dan politik yang selanjulnya menjadi landasan bagi pemenuhan hak-hak 

ekonomi sosial dan budaya. 

Status hukum yang jelas akan membuat anak mendapatkan porlindungan 

hak-haknya yang legal. Karena itu Akta Kelahiran memjadi sangat penting bagi 

berbagai bal yang berhubungan dengan masa depan anak. Berbagai peristiwa 

keridak petutan seperti perkawinan usia di bawah umur, kesulitan dalam mendapat 

pandidikan dasar terjadi akibst anak·anak yang tidak memiliki kejelasan status 

hukum kareua tidak memiliki akta kelahiran. 

Data tingkat pencatatan kelahiran di Indonesia belum banyak diketuhui 

secora akurat. Padabal data iirl sangat diperlukan dalam pemncanaan 

pemhangunan. Berbagai penelitian memperlihalkan hahwa memang terjadi 

peningkatan kesadaran akan pentingnya kebemdaan Akta Kelahiran dibandingkan 

setelab berbagai kepentingan mensyaratkan adaaya Akta Kelabi.mn, tetapi 

masyarak.at belum segera mengurus Akta Kelahiran anaknya, setelab anaknya 

lahir. Mereka baru mengurus kerika terbentur dengan keperluan pendidikan anak. 

Mereka juga merasa penting untuk mengelabul tentang wakta kelahiran 

anaknya misalnya secora tak resmi membuat catatan kelahiran yang dituliskan di 

UNWERS~ASINDONES~ 

Tinjauan Pencatatan..., Endang Wahyuningsih, FH UI, 2009



53 

balik plnturumah, di bagian samping lemari, di kayu kuda-kuda rumah dsb. Yang 

dicatat terutama, hari, tanggal, dan tabun. 

Tanggal dan hari lrelabiran (weton misalnya Jum'at Pon, Rabu Wage, 

Selasa Kliwon, Kamis Legi atan bulan-bulan Arab) bagi maeyarakat Jawa sangat 

panting untuk perhitungan akan peristiwa utama dalam hidup seperti: sunatan, hari 

parkawinan, plndah rumah dsb sehingga secara kultural pencatatan lrelahiran 

menjadi suatu bagian penting di masyarakat Jawa. 

Prosedur perolehan Akta Kelahiran seharusnya dapat dilakokan mudah 

dan tidak berbelit. Bagi mereka yaog t<'lah leogkap persyaratan, yakui memiliki 

KK (Kllrtu Keluarga), dan fotowpy Akta Perkawinan. Selanjutnya mereka dapat 

mengurus segera setelah anak mereka lahir dengan mendapatkan sural Keterangan 

Lahir di Kelurahan yang diketalmi oleh pibak Kecamatan, dengan surat-surat ini 

mereka langsung ke Kantor Catalan Sipil untnk memperoleh Akta Kelahiron. 

Akta Kelabiran anak adalah sangat penting karena menyangkut 

perlindungan status hukum dan perlindungan haJo.hak anak. Status hukum anak 

adalah panting dalam kehidupan anak karena menyangkut perkembangan anak di 

masa depannya. Sampai saat ini masih belum banyak penduduk yang mempunyai 

Akta Kelahiran, sebagian besar masih terbatas pada tingkat pengetabuan tentang 

kegunaan akta tersebut untnk berbagai urusan. Hambatan untuk mendapatkan 

Akta Kelahiran teljadi pada berbagai pihak, pibak masyarakat atau lreluarga 

disamping itu kuraag mengertinya lregunaan dan seluk beluk pangurusan serta 

masalah biaya yang dirasakan tinggi dan birokratis. 

Di pibak pamerintah, kuraag ttanspar<msinya para petugas, kuraag eepat 

dalam pangurusan karena dikaitkan dengan berbagai tugas kedinasan lain serta 

kunmgnya kesadsran atas palayanan publik yang menjadi tugas aparat 

menyebabkan rendahnya tingkat pencapaian pemilik Akta Kelahiran. 
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Akta ini dipenmtukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang tunduk 

pada staatsblad 1849 Nomor 25 dan Staatsblad 1917 Nomor 130 Jo. 1913 Nomor 

81. Akta ini dike!uarkan karena anak yang labir sebe!um kedua orang tuanya 

melangsungkan perkawinan yang syah menurut hokum Negara, namun lidak 

berarti kedua orang tuanya lidak melangsungkan perkawinan. banya saja 

perkawinannya dilakukan seeara hokum adat yang berlaku padanya. 

Apabila anak yang labir itu adalab anak 1uar kawin seeara hukum, maka bapaknya 

terputus ikalan kekeluargaanoya seeara perdata kepada anak yang dilabirkan 

tersebut Jadi banya terikat pada ibunya saja. Akta Kelabimn anak rersebut dapat 

diterbitkan oleh Catatan Sipil, dalam ukta dimaksud tidak dicantumkan nama 

bapaknya, yang dicantumkan banyalab nama ibuoya dan nama anak yang 

didaftarkan pencatatannya 

2. Akta Pengakuu Anak 

Akta Pengakean Anak adalab bagi se1uruh Warga Negara yang tunduk 

pada staatsblad 1849 Nomor 25 dan staatsblad 1917 Nomor 130 Jo. 1919 Nomor 

61. Asa1 mula dikeluarkan Akta ini kareoa anak yang labir sebe1um orang tuanya 

melangsungkan perkawinan yang syab menurut hulrum, sehingga anak itu labir 

sebagai anak di luar nikab. 

Apabila buk:um yang berlaku bagi bupaknya mengijiukan mengalrui anak luar 

nikab dan bupaknya telab mengalrui menurut bukum, pemberilahuan oleh 

bapaknya dlanggap scbagai pengakuan anak terscbut Selanjutnya maka Catalan 

Sipil monerbitkan Akta Pengakuau Anak. 
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3. Akta Pengesahan Anak 

Dalam Pasal 50 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminisfnlsi 

Kependudukan, terdapat pasal mengenal pengesahan anak luar nikah dalam 

perkawinan omng tuanya Proses pengesahan anak luar kawin dalam perkawinan 

orang tuanya, peda hakekalnya adalah proses pengalruan dan pengesahan yang 

dilaksanukan sekaligus. Pelaksanaan pengesahan anak ini dapat dilakukan setelah 

perkawinan dua mempelal sesual dengan Undang Undang Nomor I tahun 1974, 

namun telah mempunyai anak di luar kawin, maka anak tersebut disahkan sebagai 

anak suarni isteri bersangkutan oleh Pengadilan Negeri dan Kuntor Catatan Sipil 

di tempat dimana telah dicatatkan serta diterbitkan Aktanya 

2.5. lmplementasi Undang-Undang Nomor 23 fab1111 2006 di Kola Depok 

Untuk mengimpiementasikan Undang-Undang Nomor 23 tentang 

Administrasi kependudukan yang mewajibkan setiap kejadian peristiwa keiahiran 

maka diatur waktu pelaporan 60 hari sejak kelabiran, dan apabila melampaui batas 

tersebut maka akan dikenakan sanksi adminisfnlsi berupe denda 

Dimaoa ketentuan mengeual peru:atatan kelahiran menurut Kantnr Dinas 

kependudukan den Catatan Sipil Kotamadya Depok31 adalah : 

a) 0- 60 hari ~ terdaftar Iangsung 

b) 60- I thn ~ persetujuan Kepala dinas Catatan Sipil 

c) >I tlm ~ penetapan Pengadilan Negeri. 

Akta Kelahiran yang dikeiuarkan memiliki 3 (tiga) stains hukum 

yaitu: 

I. Anak pasangan suarni istri dari perkawinan sah. 

2. Anak seorang ibu. 
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3. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan 

orang tuauya. 

Pemohon Akta Kelahiran mengajukan pennohonan secara tertulis 

kepada Kepala Dinas dengan menggunukan formulir yang seslllri dengan 

Peraturnn Walikota Depok Nomor 4 Tahun 2007 tentang Peruhahan Atas 

Keputusan Walikuta Nomor 38 Tahun 2004 tentang Prosedur dan Tata Cara 

Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dan dengan 

melampirkan persyanrtan sebagai herikut: 

I. Surot Kelahiran dari yang herwenang (Dokter, Bidan, Rumah Sukit, 

Dukun Beranak, Nahkoda, Pilot). 

2. Surot Keterangan Kelahiran dari Kelurahan 

3. Fotocopy Akta Pernik.aban/Akta Perkawinan orang tua, dan diperlibatk.an 

aslinya/telah dilegalisir oleh instansi yang herwenang. 

Bagi peneatatan yang mengbaruskan meminta ijin dan penetapan dari 

Pengadilan Negeri (untuk peneatatan > 1 tahun) hal ini menjadi kendala hagi 

masyarukat yang helum mendaftar, k.arena "terbentur fuktor biaya, waktu dan 

adminisirasi k.arena diterapkannya denda sehesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu 

rupiah). Sedangkan sehelumnya penerapan denda ini tidak ada 

Sedangkan kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 hagi Kancapil Kota Depok lainnya adalah peda peneatatan yang masih 

dilakukan secara manual, sehingga menyulitk.an hagi pibak Kantor Catalan Sipil 

dalam memproses pengklasifikasian data kelahimn seslllri kelompok anak sah atau 

anak luar kawin. 

'
7 Wawancara dengan Kabld Dinas Kependudukan dan Catat:an Sipil Kota Oepok pada 17 

Nopernber-17Desember 2008 
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Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini 

pibak Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kota Depok, telah melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat di tingkat keluraban dan kecamatan dahun hal 

pencalatan anak )'llllg lahir secara langsung kepada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil. Respon dari masyarnkat terbadap sosialisasi ini masih kurang 

optimal terutama dahun hal pencalatan anak burr kawin. Pada umumnya mereka 

sebagai orang tua dalam mencatatkan kelahiran anak luar kawin ini 

mewaldlkannyn pada orang lain setelah semua kelengkapen persyaratan dipenubi. 

Hid ini mencerminkan kurangnya kesadaran orang tua dalam mengnpeynkan 

kepestian bukum menyangkut keberadaan anak mereka dikarenakan keenggsnan 

mereka berkaitan dengan statua anak mereka sebagai anak luar kawin38
• 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, 

pencantuman nama anak luar kawin mengalami perubahan. Dari contoh kutipan 

Akta Kelahiran )'llllg penulis dapatkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kola Depok, pencantwnan nama anak luar kawin discbutkan : 

"Anak ke ••• dari .... (nama ibu)". Jadi pencantuman status tidal< lagi "Anak Luar 

Nikah dari ... (nama ibu)". 

Dampak positif dari perubahan dan kebijakan atas pencantwnan anak luar 

kawin ini saharusnya dapet memberikan motivasi kepada orang tua kbususnya lbu 

dari anak tersebut untuk mencatatkan kelaltiran anaknya secara sah. Sedangkan 

dampak yang karung diinginkan. dahun pencatatan anak )'llllg lebih dari tenggang 

waktu 1 (satu) tabun edalah barns melalui penetapen dari pengadilan negri. Hid ini 

membuat proses pencatatan semakin panjang dan lama. 

'~ Wawancara dengan Kabid Dioas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada 17 
Nopembet-l?Desember 2008 
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Salah satu alasan masyarakat bahwa mereka tidak mencatatkan anak luar 

kawin yang lebih dari 1 (satu) tahun adalah karena adanya birokrasi di pengadilan 

negri, dimana proses pengurusan menjadi lebih panjang dan memakan biaya. 

Tentu hal ini perlu mendapat perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak 

untuk dapet mengupeyakan pembaharuan dan perkombangan yang lebih baik dari 

peratunm I Undang - Undang Nomor 23 Tohun 2006 ini 12mpa mombemtkan 

masyarakat kbususnya orang tua yang ingin mencatatkan kelahinm anaknya. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam hal ini sangat membantu 

bagi kelancaran proses pencatatan kelah.iran anak asaikan semua persyaratan telah 

dipenubL Selain momberi kemudohan dalam prosesnya, instansi ini juga telah 

memberikan sosialisasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2006 melalui sw:at edaran beropa pomberitahuan pelaksanaan Undang-Undang 

No.23 Tahun 2006 dan betas waktu dispensasi pencata12m kelohinm. 

Hal-hal penting lainnya menyangkut peningkatan mutu pelayanan dalam 

proses pencatatan Kelohinm ini juga mendapat perhatian dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu caranya, dengan membuat kotak 

saran di setiap ruang tunggu, sehingga masyarakat dapat secara langsung menulis 

saran yang berguna, yang nantioya akan menjadi masukan bagi pihak Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan mutu dan pelayanan 

kepeda masyarakat. 

Koordinasi antar berbagai pihak da1am hal ini juga memhawa peranan 

penting, karena tujuan dari pombentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 

adalah untuk meneiptakan perhaikan dan kernajuan di bidang Administrasi 

Kepeududukan yang ditujukan untak kepentingan masyarakat luas sebagai warga 

negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban da1am kebidupan beroegara 

dan bennasyarakat. 
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PENUTU.P 

3.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab·bab sebelumnya yang telah penulis 

telaah dan kaji, maka dapat dlsimpulkan: 

I) Ketentuan dalam Undang·Undang No 23 Tahun 2006 tentang 

Kependudukan Ielah memberikan pengbargaan atau penguatan 

terhadap status anak luar kawin. Serta memperbaiki kelemahan­

kelemahan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya, Undang­

Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan 

pelaksanaannya PP Nomor 9 Tahun 1975. 

Pencatatan Kelahimn Anak Luar Kawin diatur dalam Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Hal inl menunjnkkan bahwa 

anak luar kawin juga dilindungi oleh Undang-Undang. Selanjutnya, 

pelaksanaan pencatatan kelahiran anak luar kawin dilaksanakan sesuai 

dengan ketenruan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pelakaanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang 

Adminlstrasi Kependudukan. 

2) Bentuk pelaksanaan pencatatan kelahiran sekanmg dibandingkan 

sebelum berlakunya Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2006 inl 

adalah terdapat perubahan dalam bal kebijakan dalam penentuan status 

anak yang 1ahir lebib dari satu tahun,. dimana billa dimungkinkan oleh 

pengadilan negri untuk merubah pencanturnan status anak luar kawin 

menjadi anak dari !bu. Hal ini telah memberi penghargaan yang positif 

hagi anak luar kawin 

3) !mplementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Di Kota Depok, 

yang hanya diperkuat oleh Peraturan Pelakaanaan Walikota Nomor 4 
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Talmn 2007, menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 ini belum disosialisasikan secam baik dan Juas di seluruh 

wilayah Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini 

masih bersifat parsial karena belum dikeluarkllnnya Peraturnn 

Pelal<!wlaan (PP) dari Pemerintah Pusat. 

3.2. SARAN 

Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 rentang 

Kependudukan ini, penulis memberikan saran; 

1) Perlunya pasal atau peraturnn tambahan mengenai bak waris pada anak 

luar kawin. Jelasnya status hukum anak luar kawin sebagai akibat 

terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 memang 

memberikan lrekuatan hukum }'llllg jelas bagi. anak luar kawin 

1erutama dahun menghadapi kasus-kasus hukum perdata yang 

seringkali berkaitan dengllll hak waris anak hw kawin tersebut. 

2) Perlunya sosialisasi dan implementasi seeara luas mengenai Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan di selumh 

negara Judonesia. Karena masih udanya daerah-daerah di ludonesia 

yang memilild hukum adat seudiri yang terkadang belum menerapken 

sistem pencatatan perkawinan negara. 

3) Sebagai bentuk Jmplementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 di Kota Depok, sebaiknya pemerintah daerah Kota Depok seeara 

rutin memberikan pelayanan nikah massal secam gratis. Pelayanan 

nikah massal ini ditujukan kepada lapisan masyatakat bawah, karena 

seringkali mereka belum melakukan pernikahan seeara resmi karena 

rerbentur biaya, walaupun sudah hidup bersama layaknya suami istri 

bahkan sudah memilild anak dari hubungan mereka tersebut 
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